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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis 

konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dengan salah satu teori dalan 

ilmu Us}u>l al-Fiqh, yakni istih}sa>n, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: 

pertama tentang corak pemikiran Amina Wadud yang dianggap sebagian orang 

bertentangan dan kedua analisis tentang konstruksi pemikiran tersebut. 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Setelah itu 

dilakukan pembacaan terhadap teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis. 

Data yang dihasilkan berupa prinsip dasar dan metode ijtihadnya Amina Wadud 

yang penulis himpun dari beberapa buku dan artikel yang ditulisnya. Hasilnya 

menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid 

dibangun melalui fondasi analasis hermeneutika dengan pedekatan keadilan dan 

kesetaraan gender. Fokus ayat al-Qur’an yang ia kaji berada pada Surat al-Nisa>’ 

ayat 11 dan 12.  

Hasil kesimpulan riset singkat penulis, yakni meskipun Amina Wadud 

menggunakan pendekatan hermeneutik dan juga prinsip keadilan dan kesetaraan 

gender, tetapi masih terdapat banyak kekurangan jika dilihat melalui perspektif 

istih}sa>n. Pertama, Amina Wadud tidak menuliskan bahwa sebenarnya hukum 

kewarisan Islam itu fleskibel, terbukti dengan adanya takharruj yang merupakan 

produk istih}sa>n. Kedua ia, kurang mengeksplor dalil. Amina Wadud memiliki 

kemampuan retorika yang luar biasa. Namun dalam pembahasan faraid ia 

mempersempit dirinya pada penggunaan al-Qur’an tanpa mengeksplor dalil yang 

lain. Ketiga, istih}sa>n bi al-nas penulis gunakan untuk melawan argumennya yang 

tidak tepat tentang konsep naf’a yang diperkenalkannya sendiri dengan mengacu 

pada Surat al-Nisa>’ ayat 11.  

Saran untuk ke depannya, seharusnya penelitian dengan tema faraid semakin 

digencarkan. Sebaiknya, bagi para lulusan Fakultas Syariah harus mampu 

menguasai metode penggalian hukum melalui ilmu Us{u>l al-Fiqh. Sebab ilmu 

tersebut adalah fondasi yang paling penting dalam berijtihad. Tidak hanya 

melulu menggunakan rasionalitas sebagaimana tercermin dalam pemikiran 

Amina Wadud tentang faraid. Di samping juga memperkaya pemahaman tentang 

ilmu-ilmu sosial. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak ada tradisi atau agama satu pun yang mampu terlepas dari pertanyaan 

seputar hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kehidupan 

keagamaan maupun hubungan sosial-kemasyarakatan. Termasuk pula dalam 

agama Islam.1 Salah satu problemnya adalah dalam hal faraid atau hukum 

kewarisan Islam. 

Sampai detik ini, sistem faraid yang diberlakukan di seluruh dunia Islam—

baik versi Sunni>, Shi‘ah, maupun yang sudah mengupayakan kodifikasi 

hukum lewat perundang-undangan—masih tetap mempertahankan kalkulasi 

2:1 antara laki-laki dan perempuan.2 

Gambaran singkatnya, hukum kewarisan Sunni> memiliki premis dasar 

bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur waris itu mereformasi hukum 

waris di Arab dan tetap mengutamakan ahli waris laki-laki. Sedangkan 

hukum kewarisan Shi‘ah memposisikan hak-hak perempuan lebih baik 

daripada hukum kewarisan Sunni>.3 Dengan kata lain, hukum kewarisan 

Shi‘ah lebih progresif. 

Walaupun antara laki-laki dan perempuan menempati posisi sebagai ahli 

waris yang sederajat—katakanlah antara satu anak kandung laki-laki dan 

                                                 
1 Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in The Modern World, (London: KPI Limited, 1987), 

47. 
2 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1997), 267. 
3 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol. 2, (Oxford: 

Oxford University Press, 1995), 203. 
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tiga anak kandung perempuan—ketiga anak perempuan tadi akan 

menadapatkan bagian masing-masing 1/5 sedangkan seorang anak laki-laki 

mendapat 2/5 (tetap 1:2). Sebab cara ini dilegitimasi secara jelas dalam Surat 

al-Nisa: 11: 

  .نْ ثَ يَيِْ لذَّكَرِ مِثْلُ حَظ ٍّ الُْ دكُِمْ لِ يُصِيْكُمُ اللهُ فِْ أوَْلَ 

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua anak perempuan.4 

 

Superioritas laki-laki juga digambarkan dalam Surat al-Nisa>’: 34 yang 

mencerminkan tanggung jawabnya kepada perempuan, sehingga jika 

dikaitkan dengan bagian waris yang lebih banyak maka hal tersebut telah 

sesuai:  

مْوَالِِمِْ.أَ ضُكُمْ عَلَى بََ عْْضٍّ وَّ بِآَ أنَْ فَقُوْا مِنْ  اللهُ بََ عْْ الر جَِالُ قَ وَّمُوْنَ عَلَى النِ سَآءِ بِاَ فَضَّلَ   

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah 

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah 

dari hartanya.5 

 
Dan Surat al-Baqarah: 233 juga menandaskan lebih lanjut tentang tanggung 

jawab laki-laki yang lebih besar daripada perempuan, sehingga akan adil dan 

objektif jika pembagian harta waris selayaknya lebih banyak diberikan 

kepada seorang laki-laki: 

َوْلُوْدِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْْرُ 
وْفِ.وَ عَلَى الم  

                                                 
4 Departemen Agama RI, Aljamil, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 78. 
5 Ibid., 84. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

Dan kewajiban ayah meberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu 

dan anak-anaknya secara makruf.6 

 

Jika dipahami secara kontekstual, tidak semua laki-laki berperan dalam 

menopang nafkah dalam keluarga. Terkadang istri bisa menafkahi dirinya 

sendiri karena ia bekerja, sehingga si suami tidak perlu memberikan jatah 

kepada istrinya. Bahkan terkadang istri berperan sebagai penopang nafkah 

keluarga. Tentu, jika 2:1 dipahami secara kaku akan terasa tidak adil.  

Kendatipun terdapat salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam—yaitu 

asas keadilan berimbang—namun asas ini sebatas berbicara tentang 

kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan harta 

waris dan tetap mempertahankan kaidah pembagian 2:1. Sama sekali tidak 

dimaknai sebagai upaya antara laki-laki dan perempuan agar menerima porsi 

yang seimbang dalam pembagian harta waris.7 

Disadari atau tidak, pemahaman masyarakat terhadap faraid banyak diilhami 

dari kitab-kitab yang ditulis ulama salaf terdahulu. Memahami literatur 

keilmuan yang disusun seseorang dalam sebuah kitab ataupun buku 

seharusnya tidak boleh terlepas dari pengetahuan tentang latar belakang 

penulisnya, juga setting ruang dan waktunya.  

Hal itu penting ditekankan supaya terbentuk pemahaman yang komprehensif 

terhadap teks yang sedang dikaji serta mempermudah proses konstruksi 

                                                 
6 Ibid., 37. 
7 Muhammad Alwi Al-Maliki, et al., Referensi Hukum Indonesia, (Sidoarjo: Nizamia Learning 

Center, 2016), 158. 
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makna teks.8 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tentang latar belakang 

ulama, kondisi sosio-kultural bangsa Arab, dan zaman di fikih waris 

diformulasikan tidak boleh diabaikan. Tujuannya untuk memperoleh 

pemahaman  yang utuh tentang faraid. 

Jika ditinjau dari aspek sosiologisnya, bangsa Arab memiliki budaya 

patriarki. Mereka lebih mengutamakan ahli waris dari keturunan yang 

berjenis kelamin laki-laki dan anggota keluarga laki-laki daripada ahli waris 

perempuan. Di hampir seluruh sitem kewarisan Islam, anak kandung 

perempuan adalah ahli waris yang sah di satu sisi. Namun mereka mewarisi 

bagian harta yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki.9 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur kerwarisan Islam dengan tetap 

mempertahankan sistem 2:1. Bunyi pasalnya, “Anak perempuan bila hanya 

seorang, ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka 

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 

berbanding satu dengan anak perempuan.”10  

Kendatipun demikian, apakah dimungkinkan logika nalar mujtahid masuk 

dalam hukum kewarisan? Bukankah hukum waris didasarkan pada ayat-aya 

al-Qur’an yang bersifat qat}‘i (mutlak) baik thubu>t maupun dila>lah-nya? 

Mengingat hukum waris berbentuk furu>d} muqaddarah (bagian yang telah 

                                                 
8 Althea Turner, et al., Models of Understanding Text, (New York: Lawrence Erlbaum 

Assosiates, 2014), 58. 
9 Suad Joseph, Women and The Family, (Oxford: Oxfam, 1996), 15. 
10 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176. 
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ditetapkan) yang membicarakan angka, sehingga tidak memberikan space 

bagi rasio untuk menginterpretasikanya lebih lanjut.11 

Kemudian, terdapat seorang ulama bernama Amina Wadud memiliki 

pandangan khusus terkait faraid yang seharusnya bisa adil bagi perempuan. 

Ia adalah pemikir, akademisi, ulama, sekaligus aktivis gender. Perempuan 

keturnan Afro-Amerika ini background  pemikirannya sebenarnya adalah 

seorang feminis yang memfokuskan diri pada cara pengintrepetasian al-

Qur’an yang menyentuh keadilan gender.12 

Banyak masalah ketimpangan hak perempuan yang mencuri perhatiannya, 

salah satunya mengenai faraid. Ia berpostulat bahwa rasio 2:1 tidak boleh 

dipahami secara hitam-putih saja, tetapi harus dikaji konteks 

permasalahannya. Intinya, segala bentuk pendistribusian harta waris harus 

menyimpul dalam ikatan naf‘a atau manfaat. Rasio 2:1 menurutnya hanya 

suatu bentuk atau model pembagian waris.13  

Dasar epistemologi pemikirannya adalah Tafsir Hermeneutik dengan 

pendekatan gender. Di kalangan Kristen, penggunaan tafsir ini sudah lazim 

walau juga mengundang perdebatan. Hermeneutika bukan sekadar tafsir, 

melainkan suatu metode tersendiri tentang filsafat penafsiran yang bisa jadi 

sangat berbeda dengan metode tafsir al-Qur’an yang baku. Asumsi kuat dari 

                                                 
11 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 39. 
12 Edward E. Curtis, Encyclopedia of Muslim-American History, (New York: Facts on File, 

2010), 473. 
13 Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran berbasis Metode 

Hermeneutika”, Jurnal Substantia, Vol. XV, (Oktober, 2014), 115. 
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pendukung tafsir jenis ini bahwa tafsir tradisional sudah tidak relevan lagi, 

karenanya perlu diganti dengan hermeneutika.14 

Menurut pemikir yang tidak sepakat, metode tafsir ini akan menyebabkan 

hasil penafsiran ulama tempo dulu menjadi sesuatu yang tidak harus diikuti 

secara mutlak oleh masyarakat sekarang ini. Karena para penafsir yang hidup 

di zaman ini dapat membuat penafsiran sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Realitas ini akan menimbulkan anggapan bahwa ilmu ulama terdahulu tidak 

dapat dijadikan rujukan.15 Padahal tidak demikian juga. 

Menurut penulis, jika seorang mujtahid ingin mengeluarkan hukum 

dari mas}a>dir al-ah}ka>m-nya harus melalui mekanisme ist}inba>t} al-ah}ka>m yang 

sudah ditandaskan di dalam ilmu Us}u>l al-Fiqh. Mungkin fatwa-fatwa ulama 

salaf tidak bisa lagi diterapkan dalam lingkup modernitas saat ini. Namun, 

tugas mujtahid adalah mencoba memaknai ulang hukum.Us}u>l al-Fiqh tidak 

akan pernah usang—tergerus oleh perkembangan zaman. Us}u>l al-Fiqh masih 

mampu menjawab problem masyarakat dunia modern. Tentunya dibantu 

dengan pendekatan ilmu yang lainnya. 

Kekurangan dari pemikirannya Amina Wadud adalah penggunaan 

metodologi penggalian hukum yang berbeda dari ulama klasik. Lebih khusus 

lagi ada kekeliruan pemaknaan teks al-Qur’an yang ia jadikan landasan 

berargumen. Ia terlalu terpatri oleh kaidah penafsiran hermeneutik. Memang 

beberapa hukum yang diproduksi melalui kaidah tafsir hermenetiknya sejalan 

                                                 
14 Abdurrahman al-Baghdadi, Hermeneutika dan Tafsir Quran, (Depok: Gema Insani, 2007), 7-8. 
15 Kartika Pemilia Lestari dan Rica Noviyanti, "Studi Kritis Terhadap Tafsir Feminis", 

Jurnal Islamia, Vol. III, (2010), 124. 
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dengan semangat mas}lah}ah. Namun, tetap saja hal tersebut dipandang 

kurang tepat dari sisi penunjukan dalilnya (proof ) oleh penulis. 

Amina Wadud berbicara soal hukum yang output-nya berseberangan 

dari rumusan ulama terdahulu tetapi ia luput dari penyebutan dalil yang 

melandasinya berpikir demikian. Ia semata-mata menguraikan al-Qur’an 

secara komprehensif melalui perspektif world-view (Weltanschauung), 

memperhatikan konteksnya, dan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak-

hak perempuan. 

Problem utamanya konstruksi pemikiran Amina Wadud adalah cara ia 

memandang keadilan faraid dengan metodologi yang berbeda jauh dengan 

banyak menggunakan rasio. Apakah cukup dengan melihat fenomena 

masyarakat tanpa adanya landasan metode penggalian hukum yang sudah 

dirumuskan ulama kemudian menilai pembagian waris 2:1 adalah suatu 

bentuk ketidakadilan gender? Ketiadaan dalil shar’i> dan manhaj istinba>t} al-

ah}ka>m yang sudah dirumuskan ulama terdahulu menyebabkan pemikirannya 

cenderung liberal sehingga mengundang kritik dan kutukan dari beberapa 

kalangan Muslim maupun rekan akademisinya sendiri. 

Untuk memahami konstruksi pemikiran Amina Wadud tidak mungkin 

didekati dengan fikih atau produk dari fatwa-fatwa ulama saja. Karena 

bahasan dalam fikih itu sifatnya parsial-praktikal. Sedangkan diperlukan 

seperangkat metode yang lebih luas dari fikih supaya dapat mencakup 

persoalan yang universal-teoretis seperti konstruksi pemikiran seseorang. 
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Maka dari itu, penting untuk melihatnya lebih dalam melalui lensa dasarnya 

fikih, yakni ilmu Us}u>l al-Fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam). 16   

Permasalahan tersebut akan coba penulis kaji melalui salah satu dalil—

yang diperdebatkan penggunaannya—dalam khazanah keilmuan Us}ul al-Fiqh 

yang mengakomodasi dan mengamini nilai progresivitas hukum di 

masyarakat, yakni teori istih}sa>n. Teori ini diperkenalkan oleh Ima>m al-

H{anafi> yang bahkan belum pernah dirumuskan oleh ulama sebelumnya.17 

Meskipun dalam praktiknya sudah pernah dilakukan oleh sahabat ‘Umar ibn 

al-Khat}t}a>b. Di samping menggunakan dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, ia juga 

menggunakan rasionya untuk menetapkan hukum sehingga menyelamatkan 

masyarakat Muslim yang saat itu mengalami kerumitan dalam persoalan 

ibadah dan muamalah.18 

Terlepas dari itu semua, kata istih}sa>n atau derivatifnya sebenarnya 

sudah tersebut di dalam al-Qur’an, yakni salah satunya di Surat al-Zumar 

ayat 18: 

  الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُْوْنَ القَوْلَ فَ يَ تَّبِعُْوْنَ أَحْسَنَهُ  
 
 أوُل 

 
ئِكَ هُمْ أوُلُوا ئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأوُل 

.اللَْبَابِ   
 

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 

paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 

                                                 
16 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationships in Islamic 
Thought, (New York: State University of New York, 1992), 2. 
17 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 133. 
18 Shibli Numani, Umar: Maker of Islamic Civilization, (London: I.B. Tauris, 2004), 128. 
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petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 

akal sehat.19 

 

Penulis akan mencoba menguraikan pemikiran Amina Wadud dalam 

bingkai istih}sa>n. Sebab istih}sa>n juga mengakui pengalihan dalil nas} yang 

bersifat umum seperti persoalan waris menuju ke nas} yang lebih khusus 

dengan alasan dan metode tertentu.20 

Memang istih}sa>n berbeda dengan mas}lah}ah mursalah-nya Ima>m al-

Malik, tetapi tujuan utamanya adalah tetap menghendaki kebaikan dan 

kemaslahatan. Perbedaannya hanya soal metode. Kalau istih}sa>n adalah 

menimbang antara dua dalil yang lebih kuat, maka  mas}lah}ah mursalah 

adalah menciptakan hukum sama sekali.21 

Istih}sa>n memang tidak disepakati oleh Ima>m al-Sha>fi’i>. Ia 

mengingkarinya secara tegas dan berkata, “Barang siapa yang ber-istih}sa>n, 

maka sesungguhnya dia telah membuat syariat”.22 Tetapi, itu bukan berarti 

kalau istih}sa>n tidak dapat dipakai sebagai dalil h}ujjah. Sebab ulama generasi 

selanjutnya mengembangkan istih}sa>n-nya Ima>m al-H{anafi> dengan 

memperincinya, memberikan definisi, contoh, dan mengklasifikasikannya. 

Dengan begitu istih}sa>n-lah yang mampu meluruskan konstruksi pemikiran 

Amina Wadud dengan tepat. 

                                                 
19 Departemen Agama RI, Aljamil, ..., 460. 

.20 ‘Adil al-Shuwaikh, Ta‘li>l al-Ah}ka>m fi al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah, (T{ant}a: Da>r al-Basyi>r li al-

Syaqa>fah wa al-‘Ulu>m, 2000), 224. 
21 A. Hanafie, Usul Fiqh, (Jakarta: Widjaya, 1989), 143. 
22 Muh}ammad ibn Idri>s al-Sya>fi‘i>, al-Um, Juz 7, (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, t.t), 27. 
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Penulis meyakini bahwa Amina Wadud memiliki niat yang baik untuk 

mereformasi pemahaman masyarakat tentang faraid, namun ia kurang 

memperhatikan warisan ilmu ulama terdahulu sehingga menghasilkan 

pemikiran yang beraroma liberal. Maka dari itu, skripsi ini hadir untuk 

mengkiritk serta meluruskan konstuksi pemikiran Amina Wadud tentang 

faraid dengan teori istih}sa>n.  

Secara khusus belum pernah ada penelitian yang membahas konstruksi 

pemikiran Amina Wadud tentang faraid, terlebih yang menganalisisnya 

dengan istih}sa>n. Maka penelitian ini sangat penting dalam menambah 

khazanah keilmuan tentang faraid yang progresif dan juga membuka 

wawasan terhadap peluang adanya pemikiran baru.  

Dari pemaparan masalah tersebut, penulis tergugah untuk meneliti 

lebih detail terkait pemikiran Amina Wadud jika dihadapkan dengan teori 

istih}sa>n yang telah penulis rangkai dalam judul “Analisis Istih}sa>n terhadap 

Konstruksi Pemikiran Amina Wadud tentang Faraid”. Penulis akan 

menuangkan hasil penelitiannya ke dalam sebuah karya tulis berbentuk 

skripsi. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dideskripsikan, penulis 

menemukan beberapa masalah, yakni sebagai berikut: 

1. Konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang Faraid. 
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2. Analisis istih}sa>n terhadap konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang 

faraid. 

3. Konsep keadilan dalam faraid. 

4. Respons ulama yang pro dan kontra terhadap pemikiran Amina Wadud. 

5. Penggunaan teori istih}sa>n yang masih diperselisihkan oleh sebagian 

ulama dalam menganalisis pemikiran Amina Wadud tentang faraid. 

6. Bentuk sistem kewarisan Sunni yang sedikit terpapar budaya Arab 

jahiliyah. 

7. Kondisi sosio-kultural negara Arab saat dirumuskannya hukum 

kewarisan Islam oleh ulama salaf. 

8. Kompilasi Hukum Islam yang masih mengdopsi sistem pembagian waris 

2:1 yang tertuang dalam Buku II Pasal 176. 

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang sudah diidentifikasi 

sebelumnya, penulis membatasi fokus pembahasan sebagai berikut: 

1. Konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid. 

2. Analisis istih}sa>n terhadap konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang 

faraid. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid? 

2. Bagaimana analisis istih}sa>n terhadap konstruksi pemikiran Amina 

Wadud tentang faraid? 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian terdahulu.23
 Dengan demikian kajian pustaka meliputi 

pengidentifikasian secara sistematis yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.24 

Dari hasil pencarian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa 

kajian yang sama-sama membahas pemikiran Amina Wadud atau mengkaji 

sistem 2:1. Namun terdapat perbedaan yang mendasar. Hasil riset tersebut 

tertuang dalam berbagai jenis karya tulis: jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. 

Pertama, skripsi berjudul “Studi Komparasi Antara Pemikiran 

Muh}ammad Shah}ru>r Dan Amina Wadud Muhsin Tentang Nusyuz Serta 

Penyelesaiannya Sebagai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 

Skripsi ini membahas bidang pemikiran Amina Wadud tentang nusyuz yang 

seakan-akan hanya searah, yakni pembangkangan oleh seorang istri. Hasil 

penelitiannya hanya terfokus pada komparasi dua tokoh tersebut.25 

Sedangkan penulis membahas tentang pemikiran Amina Wadud di bidang 

kewarisan dan tidak menyentuh pembahsan seputar nusyuz sama sekali. 

                                                 
23 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas 

Syari’ah, 2014), 8. 
24 Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI-Press, 1993), 31. 
25 Nala Nirmaya, “Studi Komparasi antara Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r dan Amina Wadud 

Muhsin tentang Nusyuz serta Penyelesaiannya sebagai Pencegahan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga”, (Skripsi—UIN Suman Ampel, Surabaya, 2016). 
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Kedua, skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran 

Amina Wadud tentang Kesaksian Wanita”. Skripsi ini membahas pemikiran 

Amina Wadud tentang kesaksian perempuan. Yang intinya, bahwa kesaksian 

dalam kasus secara umum seharusnya tidak melibatkan gender.26  Sedangkan 

penulis membahas tentang waris, bukan tentang kesaksian. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami”. 

Skripsi ini menekankan pembahasannya pada pemikiran Amina Wadud yang 

menentang poligami dan mendiskreditkan perempuan. Hal demikian 

sejatinnya harus dilarang.27 Sedangkan skripsi penulis membahas tentang 

kewarisan. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Imam Perempuan dalam Salat 

Menurut Pandangan Amina Wadud Muhsin”. Skripsi ini membahas tentang 

pemikiran beserta pengalaman Amina Wadud di tahun 2005 saat ia menjadi 

khatib sekaligus imam salat jumat yang diikuti oleh seratus jamaah laki-laki 

dan perempuan di sebuah Gereja di University of Commonwealth, New 

York. 28 Skripsi ini tidak berbicara soal konstruksi pemikiran Amina Wadud 

tentang faraid. 

Kelima, skripsi berjudul “Kritik terhadap Konsep Keadilan Gender 

dalam Penafsiran Amina Wadud”. Penulis skripsi ini memang mengutip 

                                                 
26 Nanik Masyruroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang 

Kesaksian Wanita”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017). 
27 Nur Chabiba, “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang Tidak 
Diperbolehkannya Poligami”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009). 
28 Sudarsono, “Imam Perempuan dalam Salat Menurut Pandangan Amina Wadud Muhsin”, 

(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). 
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pemikiran Amina Wadud tentang waris dalam salah satu fokus kajiannya, 

tetapi ia mempertanyakan nilai keadilan dalam pemikiran tersebut 

berdasarkan konsep keadilan yang ia usung sebagai landasan teori.29 Berbeda 

dengan penulis yang lebih menekankan pada aspek hukumnya, yaitu legal 

gap yang perlu diisi oleh Amina Wadud. Peebedaan selanjutnya yakni 

penulis menggunakan teori istih}sa>n sebagai dasar analisisnya.  

Keenam, skripsi yang berjudul “Reaktualisasi Pembagian Harta 

Warisan 2:1”. Skripsi ini mengangkat pemikiran Fazlur Rahman tentang 

teori double movement untuk dijadikan landasan konseptual dalam 

menganalisis ayat waris 2:1 (Al-Nisa>’: 11).30 Landasan konseptual yang 

dipakai dalam skripsi ini berbeda dengan penulis yang menggunakan teori 

istih}sa>n yang digagas Ima>m al-H{anafi>. Di samping objeknya juga berbeda 

meskipun sama-sama membahas prinsip pembagian 2:1. 

Ketujuh, tesis yang berjudul “Perempuan dalam Hukum Islam: Studi 

atas Epistemologi Pemikiran Amina Wadud”. Tesis ini lebih menekankan 

aspek feminisme dalam pemikiran Amina Wadud dan pembahasannya juga 

masih global. Selain itu, feminisme adalah kajian ilmu sosial, bukan ilmu 

hukum atau syariat.31 Sedangkan penulis tidak mempermasalahkan paham 

feminisme sebab itu bukan ruang lingkup kajian mahasiswa syariah dan 

                                                 
29 Ahmad Dziya’udin, “Kritik terhadap Konsep Keadilan Jender dalam Penafsiran Amina 

Wadud”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015). 
30 Jessi Aprilianika, “Reaktualisasi Pembagian Harta Warisan 2:1”, (Skripsi—UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2009). 
31 Fikria Najitama, “Perempuan dalam Hukum Islam: Studi atas Epistemologi Pemikiran Amina 

Wadud”, (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010). 
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hukum. Penulis lebih menekankan pada pendekatan Islamic legal theory-nya 

melalui istih}sa>n. 

Kedelapan, disertasi yang berjudul “Hermeneutika Feminisme Menuju 

Tafsir al-Qur’an Berkeadilan Gender”. Disertasi ini membedah latar 

belakang hermeneutika dan feminisme lebih dalam, di samping aspek 

filosofisnya juga sangat kental. Meskipun bahasan faraid menjadi salah satu 

kajiannya, tetapi ia tidak menyentuh aspek hukumnya sama sekali. Ia hanya 

berargumen dengan pendapatnya sendiri dan didukung dengan beberapa 

ulama yang senada dengannya.32 Jelas hal ini berbeda jauh dengan kajian 

penulis.  

Kesembilan, jurnal yang berjudul “Pemikiran Amina Wadud tentang 

Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika”. Jurnal ini 

membahas dasar pemikiran Amina Wadud secara mendetil, terutama 

penggunaan tafsir hermeneutika dan nilai kesetaraan gender. Jurnal ini 

hampir meringkas isi buku Amina Wadud yang berjudul al-Qur’an and 

Woman: Re-reading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. Namun, 

hanya sebatas deskripsi pemikirannya dan tanggapan beberapa ulama yang 

pro maupun yang kontra.33 Sedangkan skripsi yang penulis kerjakan lebih 

fokus untuk menganalisis pemikirannya Amina Wadud dengan teori istih}sa>n.  

                                                 
32 Maedety, “Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir al-Qur’an Berkeadilan Gender”, 

(Disertasi—Universitas Indonesia, Jakarta, 2010). 
33 Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode 

Hermeneutika”, Jurnal Substantia, Vol. XV, (Oktober, 2014). 
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Berdasarkan temuan pustaka (prior study) tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang autentik 

dan orisinal. Sehingga dapat dipastikan tidak ada bentuk plagiat maupun 

pengulangan sebab dikaji melalui pendekatan yang baru dan berbeda dari 

penelitian sebelumya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang Faraid. 

2. Memerikan analisis istih}sa>n terhadap konstruksi pemikiran Amina Wadud 

tentang faraid. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ni secara umum memiliki kegunaan teoretis dan juga 

praktis. Uraiannya sebagai berikut: 

1. Aspek teoretis: penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan di bidang faraid yang lebih bernuansa modern dan kontekstual. 

Selain itu, dapat pula digunakan sebagai dasar acuan bagi para peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan hasil riset ini di kemudian hari. 

2. Aspek praktis: hasil pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat 

pula dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun penelitian 

ini murni pustaka, tetapi hasil kajiannya dapat memberikan legitimasi 

hukum dan menjembatani permasalahan di masyarakat dalam hal 

kewarisan yang cenderung tidak terikat hukum faraid.  
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G. Definisi Operasional 

Demi mempermudah pemahaman, penulis sengaja memberikan definisi 

operasional dari masing-masing istilah agar dapat dipahami batasan dan 

ruang lingkup istilah. Pemberian definisi operasional juga bertujuan 

menciptakan pemahaman yang sama antara definisi yang dipahami oleh 

penulis dengan definisi yang diyakini pembaca. 

1. Istih}sa>n adalah bentuk pemalingan (‘udu>l) z}ahir-nya hukum atas suatu 

masalah menuju dalil shar’i> khusus untuk masalah tadi.34 Sedangkan 

definisi yang dipakai penulis adalah bentuk pengalihan dari dalil yang 

umum menuju dalil yang lebih khusus dikarenakan ada maslahat dan 

faktor kuat untuk berpaling dari hukum asalnya. Kunci utamanya ada 

pada maslahat. Jadi daripada mempertahankan rigiditas hukum yang 

tertuang dalam dalil umum yang malah akan mendatangkan kesusahan, 

lebih baik berpaling dengan mempraktikkan hal-hal yang spesifik-parsial 

untuk mencapai manfaat. 

2. Konstruksi Pemikiran Amina Wadud tentang Faraid adalah adalah tata 

argumen, latar belakang pemikiran, metode ijtihad, dan rujukan literatur 

yang dipakai oleh Amina Wadud untuk ber-h}ujjah dan mengeluarkan 

pendapatnya tentang keadilan faraid. Faraid dalam penelitian ini 

dimaknai secara sempit, yakni bagian yang pasti bagi ahli waris.35 Lebih 

khusus lagi yang membahas tentang rasio 2:1, tidak dimaknai secara 

                                                 
34 As‘ad Abd al-Ghani> al-Sayyid al-Kafra>wi>, al-Istidla>l ‘ind al-Us}u>liyyi>n, (Cairo: Da>r al-Sala>m, 

2005), 273.  
35 Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz 4, (Cairo: Da>r al-Fath{, 1998), 383. 
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luas yang mencakup seluruh unsur dalam ilmu kewarisan Islam, seperti 

penghalang mewaris, as}abah, sejarah kewarisan Islam, dll. 

 

H. Urgensi Penelitian 

Amina Wadud adalah ulama yang pengaruhnya sudah melintasi benua. 

Ia adalah seorang feminis yang banyak menularkan pemikiran-pemikiran 

yang terkadang kontroversial. Fikihnya Amina Wadud dirumuskan 

menggunakan paradigma dan metode ijtihad yang berbeda dari ulama pada 

umumnya. Untuk itu dirasa sangat penting untuk mengkajinya lebih dalam 

dengan melalui pendekatan ilmu-ilmu syariat seperti us}u>l al-fiqh supaya 

tampak jelas letak kebenaran dan kesalahannya.  

 

I. Metode Penelitian 

Pengertian metode harus dibedakan dengan metodologi. Metode adalah 

suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga 

memiliki sifat praktis. Adapun metode penelitian adalah derivasi dari 

metodologi penelitian yang merupakan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih 

abstrak dan belum memiliki prosedur yang rinci.36 Maka definisi metode 

penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, 

sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoretis maupun tujuan 

praktis.37 

                                                 
36 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdsipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7. 
37 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), 5. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitan pustaka (library 

research). Penelusuran pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

untuk mendalami teori, juga sekaligus untuk memperoleh datanya.38 

Penulis akan menelusuri karya ilmiah Amina Wadud dan juga menelusui 

literatur lainnya yang akan ditulis ke dalam kajian konseptual. 

 

2. Data yang Dikumpulkan 

Data yang perlu untuk dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah adalah: literatur tentang pemikiran Amina Wadud yang 

dinukil dari karya aslinya, yakni Qur’an and Woman dan Inside The 

Gender Jihad: Women’s Reform in Islam. Serta artikel yang pernah 

dikarangnya. 

 

3. Sumber Data 

Berikut adalah sumber primer dalam penelitian ini: 

a. Buku Qur’an and Woman: Re-reading the Sacred Text from a 

Woman’s Perspective karya Amina Wadud.  

b. Buku Inside The Gender Jihad: Women’s Reform in Islam karya 

Amina Wadud. 

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                 
38 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2. 
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a. Buku Principles of Islamic Jurisprudence karya M. Hashim Kamali. 

b. Kitab al-Us}u>l al-Fiqh al-Isla>my karya Wahbah Zuhaili. 

c. Buku Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam karya Iskandar Usman. 

d. Kitab ’llm Us}u>l al-Fiqh karya ‘Abd al-Wahab al-Khalla>f. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, 

jurnal dan lain-lain.39 Tahapan yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data terkait adalah dengan menelusuri buku, jurnal, 

dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, toko buku, maupun 

internet.  

Selain itu, penulis juga menelusuri referensi berbahasa asing (Arab 

dan Inggris) sebab objek penelitian pustaka ini adalah pemikiran Amina 

Wadud, ulama asal Amerika Serikat dan karya aslinya ditulis dalam 

bahasa Inggris. Sedangkan untuk landasan konseptualnya memakai kitab 

berbahasa Arab. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui 

                                                 
39 Tatang M. Amin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135. 
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maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan 

penetian.40  

Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan berdasarkan pada 

sistematika pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal yang umum 

menuju pada hal yang khusus. Pola pikir deduktif berangkat dari teori 

yang disajikan di dalam Bab II tentang Epistemologi Istihsan kemudian 

akan dipadukan dengan data yang termuat di dalam Bab III tentang 

Konstruksi Pemikiran Faraid Amina Wadud. Setelah itu akan disajikan 

analisis dari kedua bab tersebut di Bab IV. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang kerangka umum (blueprint) 

yang menggambarkan isi skripsi dan sebagai pengantar yang tujuannya 

memusatkan pembaca untuk memperoleh gambaran umum tentang persoalan 

yang diteliti. Bab I terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Epistemologi Istihsan. Bab ini menjelaskan tentang landasan 

konseptual yang dipakai penulis, yakni istih}sa>n. Di antara subbahasan bab ini 

adalah pengertian istih}sa>n, kehujahan istih}sa>n, dasar hukum istih}sa>n, ragam 

dan contoh istih}sa>n, serta istih}sa>n sebagai metode ijtihad yang masih relevan 

dengan keadaan zaman sekarang. 

                                                 
40 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), 95.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

 

 

Bab III Pemikiran Faraid Amina Wadud. Berisi tentang data pustaka, 

yakni seputar pemikiran Amina Wadud. Tetapi, ada beberapa tambahan data 

yang penulis masukkan karena relevansinya, seperti: latar belakang 

pendidikan Amina Wadud, metode ijtihad hukumnya, kontroversi-

kontroversi, dan keterlibatannya dalam organisasi. 

Bab IV Pemikiran Faraid menurut Amina Wadud dalam Perspektif 

Istih}sa>n. Bab ini berisi tentang analisis pemikiran Amina Wadud tentang 

faraid yang akan dikaji secara mendalam lewat teori istih}sa>n. Penulis juga 

akan memunculkan kelebihan dan kekurangan dari fikih yang dihasilkan oleh 

Amina Wadud dengan berimbang dan objektif tanpa mengurangi sedikit saja 

fakta yang ada. 

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil 

penelitian yang sudah dilakukan. Bab V akan menjawab rumusan masalah 

secara ringkas dalam bentuk poin-poin yang didasarkan atas hasil penggalian 

data dan analisis. 
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BAB II 

EPISTEMOLOGI ISTIH{SA<N 

 

A. Pengertian Istih}sa>n 

1. Segi Etimologi (Lughawi>) 

Istih}sa>n berasal dari kata h}usn yang artinya bertentangan dengan 

keburukan atau kejelekan.41 Juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang 

indah.42 Sedangkan istih}sa>n sendiri adalah bentuk mas}dar dari kata kerja 

istah}sana yang artinya menganggap baik sesuatu.43 Dapat juga bermakna 

memegang teguh sesuatu yang baik dan menolak sesuatu yang 

bertentangan darinya.44  

Jadi, jika ada seorang laki-laki berkata,”Istah}santu ka dha>” maka 

artinya seorang laki-laki tadi meyakini bahwa suatu hal itu baik dan 

menganggap buruk selain itu. Atau juga dapat bermakna mencari suatu 

yang ah}san (lebih baik) yang diperintahkan kepadanya untuk dianuti.45 

 

2. Segi Terminologi (Is}t}ila>h}i>) 

Secara umum, ulama us}u>liyyi>n berpendapat bahwa istih}sa>n adalah 

berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa 

                                                 
41 Abu> al-Fa>d}il Jama>l al-Di>n Muh{ammad ibn Mukarram ibn al-Manz}u>r al-Afriqi> al-Mis}ri>, Lisa>n 
al-‘Arab, Juz 3, (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t), 205. 
42 Louis Ma’lu>f, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A‘lam, (Beirut: Da>r al-Mashriq, 1986), 134.  
43 Qutb Must}afa> Sanu>, Mu‘jam Must}alah}a>h Us}u>l al-Fiqh: ‘Arabi>-Injlizi>, (Beirut: Da>r al-Fikr, 

2000), 52. 
44 Abu> Zayd ‘Ubayd Alla>h ibn ‘Umar ibn ‘I<sa, Taqwi>m Adhillah fi Us}u>l al-Fiqh,  (Beirut: Da>r al-

Kutu>b al-‘Ilmiyyah, 2001), 404. 
45 Ami>r ‘Abd al-Azi>z, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Sala>m, 1997), 444. 
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atau perilaku menuju ke hukum yang lainnya.46 Pengertian seperti ini 

masih terlalu singkat dan perlu dielaborasi secara komprehensif. Supaya 

istih}sa>n tidak disalahmaknai sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh 

mujtahid berdasarkan akal atau hawa nafsunya tanpa 

mempertimbangkan dalil shar‘i>.47 

Untuk itu, penulis sertakan berbagai pendapat ulama lintas 

mazhab yang menjelaskan definisi istih}sa>n lebih rinci. 

a. Menurut Ulama H{anafiyyah 

al-Karkhi> mengatakan: 

ليِْلِ  العُْدُوْلُ فِ مَسْألََةٍّ إِلََ خِلَافِ نَظاَئرِهَِا لِوَجْهِ أقَْ وَى، وَحَاصِلُهُ العَْمْلُ بِِلدَّ
  48الرَّاجِحِ.

 

Berpaling dari suatu hukum menuju pada sesuatu yang secara 

nyata berbeda semata-mata karena terdapat hal yang lebih 

kuat (untuk memalingkan), dan hasilnya beramal dengan dalil 

yang telah dipertimbangkan. 

 

Kemudian al-Sarakhsi>, seorang ulama H{anafiyyah terkemuka 

menerangkan dalam al-Mabsu>t}: 

يَ قِ  قَةِ قِيَاسَانِ: أَحَدُهُُاَ جَلِيٌّ ضَعِْيْفٌ أثَ رهُُ فَسُمِ  يَاسًا وَ وَالِسْتِحْسَانُ فِ الحقَِي ْ
يَ اِسْتِحْسَانًً أَى قِيَاسًا مُسْتَحْسِنًا فاَلتََجِْيْح بِِلثَرَِ  الآخَرُ خَفِيٌّ قَوِيٌّ أثََ رهُُ فَسُمِ 

  49لَ بِِلِخفَاءِ وَالظُّهُوْرِ.
 

                                                 
46 Kha>lid Ramad}a>n H{usn, Mu’jam Us}ul al-Fiqh, (Bani Suwaif: al-Rawd}ah, 1998), 29. 
47 Muh>ammad ibn H{usain ibn H{asan al-Ji>za>ni>, Ma‘a>lim Us}u>l al-Fiqh ‘ind Ahl al-Sunnah wa al-
Jama>‘ah, (Riyad}: Da>r al-Jawziyyah, 1998), 236. 
48 Jama>l al-Di>n Abi> ‘Amr ‘Uthma>n ibn ‘Amr ibn Abi> Bakr, Munt}aha al-Wus}u>l wa al-Amal fi> 
‘Ilmay al-Us}ul wa al-Jadal, (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, 1985), 207. 
49 Abu> Bakr Muh}ammad ibn Abi> Sahl al-Sarakhsi, Kita>b al-Mabsu>t} li Shams al-Di>n, Juz 10, 

(Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1989), 145. 
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Istih}sa>n pada hakikatnya adalah dua macam qiya>s. Yang 

pertama, qiya>s yang jelas (qiya>s jali>) tetapi pengaruhnya 

lemah dalam mencapai tujuan syariat. Ini yang dinamakan 

dengan qiya>s. Yang kedua adalah qiya>s yang tersembunyi 

(qiya>s khafi>) yang mempunyai pengaruh kuat. Inilah kemudian 

yang dinamakan istih}sa>n. Maka pertimbangkan pengaruh 

hukumnya, jangan melihat pada (qiya>s) tersembunyi atau 

jelasnya. 

 

Abu> Husayn al-Bas}ari> berpndapat bahwa istih}sa>n adalah 

memalingkan hasil ijtihad yang tidak tercakup dalam teks, karena 

ada hukum baru yang lebih kuat dari hukum awal, hukum tersebut 

sifatnya insidental dan kasuistik.50 

 

b. Menurut Ulama Malikiyyah 

Golongan Malikiyyah dikenal sebagai golongan yang 

memakai istis}la>h sebagai ciri khas metode istinba>t} al-hukm. Namun, 

ternyata kalau juga mengamini istih}sa>n sebagai salah satu metode 

ber-istinba>t}-nya. Bahkan Ima>m al-Malik sendiri mengatakan bahwa 

90% ilmu terdapat di dalam istih}sa>n. Maksudnya adalah 

meninggalkan kemutlakan qiya>s terhadap suatu masalah dan 

mencari alasan pensyariatan hukum dan tujuan umumnya yang tidak 

lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia.51 

Kemudian, ada Ibn al-‘Arabi> yang berpendapat:  

                                                 
50 ‘Ali ibn Muh}ammad al-A<midi>, al-Ih}ka>m fi Us{u>l al-Ah}ka>m, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1986), 

158. 
51 Muh}ammad Balta>ji, Mana>hij al-Tashri>‘ al-Isla>mi> fi> al-Qarn al-Tha>ni> al-Hijry, Juz 1, (Cairo: Da>r 

al-Sala>m, 2007), 595. 
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خَُّصِ،   ليِْلِ عَلَى طَريِْقِ الِسْتِثْ نَاءِ وَ التََّ الِسْتِحْسَانُ إِيْ ثاَرُ تَ رْكِ مُقْتَضَى الدَّ
 52.لِمُعَْارضَِةِ مَا يُ عَْارِضُ بَهِِ فِ بََ عْْضِ مُقْتَضَيَاتهِِ 

 

Istih}sa>n adalah memilih untuk meninggalkan makna yang 

dipersyaratkan dalil dengan jalan pengecualian atau rukhs}ah 

karena ada pertentangan (hukum) dalam beberapa makna dalil 

tertentu. 

 

Ima>m al-Sha>t}ibi> di dalam al-Muwa>faqa>t menjelaskan bahwa 

dalam mazhab Malikiyyah, yang dimaksud dengan istih}sa>n adalah 

berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan 

dalil umum (kully).53 

 

c. Menurut Ulama Shi‘ah 

‘Ali> Naqi> al-H{aidari>, seorang ulama Shi‘ah, menjelaskan 

bahwa istih}sa>n adalah dalil yang terbetik di dalam akal seorang 

mujtahid yang men-tarji>h} qiya>s kha>fi atas qiya>s ja>li> atau 

mengecualikan dalil umum/universal atas dalil khusus/parsial.54 

Menurut  Ja‘far al-Subh}a>ni yang memecah definisi istih}sa>n 

menjadi tiga bagian: 

Secara istilah, definisi istih}sa>n bermacam-macam. Pertama, 

istih}sa>n adalah meninggalkan qiya>s ja>li> menuju qiya>s kha>fi>. 

Kedua, meninggalkan dalil pada suatu masalah baik yang 

didasarkan atas dalil qiya>s atau yang lain menuju pada dalil 

yang menurut akal mujtahid dianggap baik. Ketiga, 

meninggalkan hukum yang ada pada dalil syar’i> yang 

                                                 
52 Abu> Ish}a<>q al-Sha>t}ibi>, al-I’tisha>m , Juz 2, (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), 139. 
53 Abu> Ish}a>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah, Juz 1, (Cairo: Da>r al-H{adi>th, 2006), 

440.  
54 ‘Ali> Naqi> al-H{aidari>, Us}u>l al-Istinba>th fi Us}u>l al-Fiqh wa Ta>ri>khih bi-Uslu>b Hadi>th, (Beirut: 

Da>r al-Si>rah, 1998), 293. 
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mengatur suatu perbuatan konkrit menuju pada hukum yang 

lain.55 

 

d. Menurut Ulama Mu’tazilah 

سْألََةِ بِثِْلٍّ مَا حَكَمَ بَِهِ 
َ
الِسْتِحْسَانُ هُوَ أَنَّ يَ عْْدُلَ الِإنْسَانُ عَنْ أَنْ يََْكُمَ فِ الم

نَظاَئرِهَِا إلََ خِلافَِهِ، لِوَجْهٍّ هُوَ أقَْ وَى مِنَ الَوَّلِ يَ قْتَضِي العُْدُوْلَ عَنِ  فِ 
 56.الَوَّلِ 

 

Istih}sa>n adalah tindakan seseorang (mujtahid) mengalihkan 

hukum tekstual kepada hukum yang berbeda dari hukum 

asalaknya karena ada dalil yang lebih kuat dari hukum asalnya 

tadi. 

 

e. Menurut Ulama Kontemporer 

Menurut T{ahi>r Mah}mu>d, seorang ulama Pakistan 

kontemporer, menjelaskan bahwa ulama masing-masing mazhab 

mempunyai definisinya sendiri, tetapi dapat disimpulkan kalau yang 

dimaksud dengan istih}sa>n adalah berpaling dari qiya>s ja>li> pada qiya>s 

khafi>, atau pengacualian terhadap masalah juz>‘iyyah atas masalah 

kulliyyah.57 

Sedangkan Mohammad Hashim Kamali lebih menekankan 

pada garis bersar istih}sa>n yang terdiri dari dua aspek, yakni istih}sa>n 

al-qiya>si> atau istih}sa>n yang berbasis pada pengalihan qiya>s dan 

                                                 
55 Ja‘far al-Subh}a>ni, Al-Wasi>th fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Jawa>d al-Aimmah, 2011), 

81-82. 
56 Abi> al-H{usain Muh}ammad bin ‘Ali, al-Mu‘tamad fi Us}u>l al-Fiqh, Juz 3, (Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘lmiyyah, 2003), 297. 
57 T{a>hir Mah{mu>d, “Istih}sa>n: Anwa‘uh wa H{ukmuh”, Pakistan Journal of Islamic Research, Vol. 

12, (2012), 181. 
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istih}sa>n al-istithna>’i atau istih}sa>n yang berbasis pada pengalihan 

hukum dengan dalil tertentu seperti al-jma>‘, maslahah, atau ‘urf.58 

 

3. Definisi Penulis 

Dari sekian banyaknya definisi yang dikemukakan ulama. Penulis 

mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya istih}sa>n itu terbagi menjadi 

dua. Pada intinya sama-sama bentuk pemalingan hukum akibat ada 

faktor tertentu yang dipandang membawa kebaikan daripada tetap 

mempertahankan hukum yang pertama. Sedangkan perbedaan bentuk 

yang penulis maksud adalah pertama, pemalingan hukum tersebut bisa 

berasal dari qiya>s yang secara silogisme memang benar, kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi dalam as}l dan far‘-nya terpenuhi, ‘illah-nya jelas 

tetapi pengaplikasiannya kurang membawa dampak yang positif. Maka 

di sini istih}sa>n hadir sebagai “qiya>s alternatif” dengan jalan men-tarji>h} 

qiya>s yang jelas tadi dengan qiya>s baru yang ‘illah-nya tersembunyi, 

lemah. Sedangkan bentuk yang kedua adalah pengalihan atau 

pengecualian hukum umum atau global yang bersumber dari dalil-dalil 

tertentu, baik dalilnya disepakati atau tidak. 

 

B. Ke-h}ujjah-an Istihsan 

Istih}sa>n merupakan salah satu dalil yang penggunaannya tidak 

disepakati, dibandingkan dengan dalil lain yang sudah disepakati 

                                                 
58 Mohammad Hashim Kamali, “Istih}sa>n and The Renewal of Islamic Law”, Islamic Studies, No. 

4, (2004), 564. 
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penggunaannya seperti al-Qur’an, al-Sunnah, al-ijma>‘, dan al-qiya>s. Namun, 

sebenarnya sebagian orang menolak istih}sa>n dari aspek pengistilahannya 

dalil ini saja, bukannya menolak kemaslahatannya (mereka tidak tahu 

maknanya). Tetapi kalau ada yang menolak makna dan penjabaran tentang 

istih}sa>n ini, maka mereka salah. Sebab, al-qiya>s al-ja>li> (qiya>s yang terang) 

yang merupakan dalil yang disepakati. Tetapi, istih}sa>n dipakai karena ada 

pengaruh yang kuat untuk bepaling.59 

Muh}ammad Sa‘i>d Ramd}a>n al-Bu>t}i> mengatakan bahwa tak pelak akan 

terjadi pengingkaran terhadap dalil istih}sa>n. Tetapi, pengingkaran tersebut 

bukan terletak pada posisi dalil tersebut yang independen dan tidak berasal 

dari penetapan syariat, melainkan pada aspek penerjemahan yang tidak 

akurat. Jika istih}sa>n hanya dimaknai sebagai dalil yang bersumber dari akal 

saja, maka itu adalah istih}sa>n yang ulama sepakat menolaknya. Maka, 

istih}sa>n yang shar‘i> adalah ber-istih}sa>n dengan dalil-dalil hukum yang sudah 

disepakati.60 

Maka persoalannya sebenarnya hanya terletak pada pendefinisian 

istih}sa>n saja. Sebab, Abu> al-H{ani>fah memang tidak mendeskripsikan istih}sa>n 

secara detail. Dan problem utama yang membuat Ima>m al-Sha>fi‘i> tidak 

sepakat dengan istih}sa>n adalah karena saat ia berdiskusi dengan para 

pengikut Abu> al-H{ani>fah, mereka tidak mampu menjawab pertanyaan al-

Sha>fi‘i> tentang alasan penggunaan kata istih}sa>n. Mereka hanya bertaklid 

                                                 
59Sa‘d al-Di>n Mas‘u>d ibn ‘Umar al-Taftaza>ni>, Sharh} al-Talwi>h} ‘Ala al-Tawd}i>h} li Matan al-Tanqi>h} 
fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, tt), 81-82. 
60 Muh}ammad Sa‘i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i>, D}awa>bit} al-Mas}lah}ah fi> al-Shari>‘a al-Isla>miyyah, 246. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

 

 

kepada Abu> al-H{ani>fah. Sehingga, al-Sha>fi‘i> menyimpulkan bahwa istih}sa>n 

adalah penetapan hukum sesuai dengan kehendak orang yang melakukannya. 

Artinya, hal-hal yang dianggap baik oleh orang yang melakukan istih}sa>n 

maka itulah yang ditetapkan sebagai hukum, karena demikianlah arti hakikat 

dari istih}sa>n. Jadi penetapan hukum dengan istih}sa>n menurut Ima>m al-

Sha>fi‘i> tidak memiliki metode dan semata-mata mengikuti hawa nafsu.61 

Berikut pendapat-pendapat dari dua golongan yang bertentangan: 

1. Golongan yang Menerima Istih}sa>n 

Menurut ulama H{anafiyyah, Malikiyyah, dan sebagian ulama 

H{anabilah, istih}sa>n adalah dalil kuat dalam menetapkan hukum. 

Alasannya adalah berdasarkan beberapa dalil berikut: 

Pertama, adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang 

mengangkat kesulitan dan kesempitan pada manusia, yaitu firman Allah 

Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 185: 

 .يرُيِْدُ اللهُ بَِكُمُ اليُسْرَ وَلَ يرُيْدُ بَِكُمُ العُْسْرَ 
 

Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki 

kesukaran kepadamu.62 

 

Kedua, kata istih}sa>n secara eksplisit digunakan dalam al-Qur’an. 

Yakni, terdapat dalam Surat al-Zumar ayat 18: 

  وْلَ فَ يَ تَّبِعُْوْنَ أَحْسَنَهُ  الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُْوْنَ القَ 
 
يْنَ هَدَاهُ أوُل   ئِكَ الذِ 

 
.لُوا اللَْبَابِ ئِكَ هُمْ أوُ مُ اللهُ وَأوُل   

 

                                                 
61 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1994), 7-8. 
62 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 1, (Jakarta: Widya Cahaya,  2011), 185. 
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(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang 

telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang 

yang mempunyai akal sehat.63 

 

Dan di dalam Surat al-Zumar ayat 55: 

ذَابُ بََ غْتَةً وَّأنَْ تُمْ نْ يََتْيِْكُمُ العَْ أَ لِ نْ قَ بْ مْ مِ كُ وَاتَّبِعُْوْا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَّبَ ِ 
 لتََشْعُْرُوْنَ.

 

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (al-

Qur’an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara 

mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.64 

 

Ketiga, adalah Hadis berikut: 

ثَنِِ أَبِ وَ  ، حَدَّ أَخْبََنًََ أَحَْْدُ بَْنُ جَعْْفَرٍّ القَطِيْعِْي، ثَ نَا عَبْدُ اِلله بَْنِ أَحَْْدَ بَْنِ حَْْبَلٍّ
، ثَ نَا عَاصِمٌ، عَنْ زَر ٍّ، عَنْ عَبْدِ اِلله قاَلَ:  أَحَْْدُ بَْنُ مَنِيْعٍّ قاَلَ: ثَ نَا أبَوُ بََكْرٍّ بَْنُ عَيَّاسٍّ

 
ُ
ُسْلِمُوْنَ سَيِ أً فَ هُوَ عِنْدَ اِلله )مَا رَأَى الم

سْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اِلله حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الم
ءٌ(.  65سَيِ 

 

Telah mengabarkan kepada kami Ah}ma>d ibn Ja‘far al-Qat}i>‘i>, Telah 

berkata kepada kami ‘Abdullah ibn Ah}mad ibn H}ambal, Abi> dan 

Ah}mad ibn Mani>‘ telah berkata: Telah berkata Abu> Bakr ibn 

‘Ayya>s, telah berkata ‘A<s}im, dari Zar, dari ‘Abdullah berkata: Apa 

yang dipandang oleh umat Muslim baik maka di sisi Allah itu 

baik, dan apa yang dipandang buruk maka di sisi Allah itu buruk. 

 

Keempat, hasil penelitian dari berbagai ayat dan al-Sunnah 

terhadap berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa 

memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiya>s 

adakalanya membawa kesulitan bagi manusia. Sedangkan di sisi lain, 

                                                 
63 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 8, ..., 452. 
64 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 8, ..., 461. 
65 al-Ima>m al-H{a>kim al-Naysa>bu>ri>, al-Mustadrak ‘ala al-S{ah}ih}ayn, (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-

‘Ilmiyyah, 2009), 83-84. 
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syariat Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan 

manusia. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan 

hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiya>s tidak tepat 

diperlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang dapat 

memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.66 

 

2. Golongan yang Menentang Istih}sa>n 

Ulama Sha>fi‘iyyah, Z}ahiriyyah, kemudian Shi‘ah dan Mu’tazilah 

tidak sepakat dengan dalil istih}sa>n. Alasan mereka sebagimana 

dikemukakan oleh Ima>m al-Sha>fi‘i> adalah:  

a. Hukum hukum syariat itu ditetapkan berdasarkan nas} (al-Qur’an 

dan al-Sunnah) dan pemahaman terhadapnya melalui kaidah qiya>s. 

Istih}sa>n bukanlah nas} juga bukan qiya>s. Jika istih}sa>n berada di luar 

nas} dan qiya>s, maka hal itu berarti ada hukum-hukum yang belum 

ditetapkan Allah Swt yang tidak dicakup dalam nas} dan tidak bisa 

dipahami dengan kaidah qiya>s.67 Hal ini sejalan dengan firman 

Allah dalam Surat al-Qiya>mah ayat 36: 

 نُ أَنْ يَتَْكََ سُدًى.أَيََْسَبُ الِإنْس  

 

Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban).68 

 

                                                 
66 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 109. 
67 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, ..., 110. 
68 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 10, ...,  454. 
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b. Sejumlah ayat telah menuntut umat Islam utuk taat dan patuh 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan melarang secara tegas mengikuti 

hawa nafsu dalam berbagai persoalan yang dihadapi manusia.69 

Untuk itu, Allah Swt memerintahkan mereka untuk merujuk al-

Qur’an dan al-Sunnah, sebagaimana seruan dalam Surat al-Nisa>’ 

ayat 59: 

عُْوْا اَلله وَأطَِ  نْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ  وَأُلَِ الَمْرِ مِ سُوْلَ الرَّ  عُْوْاي ْ يآأيَ ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُ وْا أطَِي ْ
 شَيْءٍّ فَ رُدُّوْهُ إِلََ اِلله وَالرَّسُوْلِ.

 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan Ulil 

Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikan persoalan itu kepada Allah dan 

Rasul-Nya.70 

 

c. Rasulullah Saw tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan 

istih}sa>n. Ketika seseorang bertanya kepada Rasul tentang 

hukumam suami yang men-z}ihar istrinya, beliau tidak mau 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan 

“sangkaan baiknya”. Tetapi, beliau terdiam dan menunggu 

datangnya wahyu, yakni Surat al-Muja>dilah: 2-4. Rasul juga tidak 

memberikan jawaban dalam kasus li’an, tetapi beliau menunggu 

sampai turunnya Surat al-Nu>r: 6-9. Menurut Ima>m al-Sha>fi‘i, 

Rasul saja tidak mau menetapkan hukum berdasarkan istih}sa>n, 

                                                 
69 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, ..., 110.  
70 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 2, ..., 195. 
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maka sewajarnya bagi umat Islam untuk tidak menetapkan hukum 

berdasarkan istih}sa>n.71 

 

3. Kritik Ulama terhadap Pengingkaran Istih}sa>n 

Untuk merespons golongan yang tidak sepakat dengan istih}sa>n, 

ulama H{anafiyyah berargumen bahwa istih}sa>n bukanlah dalil yang 

didasarkan atas apa yang dianggap baik oleh seseorang saja. Lebih dari itu 

istih}sa>n adalah bentuk lain dari qiya>s, lebih tepatnya qiya>s khafi>. Maka 

dapat disimpulan bahwa istih}sa>n bukan dalil yang mandiri, independen 

yang terlepas dari syariat. Istih}sa>n adalah bagian dari qiya>s yang secara 

substansial disepakati oleh ulama Sya>fi‘iyyah sendiri.72 

 

C.  Ragam Istih}sa>n dan Contohnya  

Secara umum, di dalam kitab-kitab karangan ulama H{anafiyyah ada 

empat macam istih}sa>n: istih}sa>n bi al-nas}, istih}sa>n bi al-ijma>‘, istih}sa>n bi al-

d}aru>rah, dan istih}sa>n bi al-qiya>s al-kha>fi>.73 Sedangkan menurut ulama 

Malikiyyah: istih}sa>n bi al-ijma>‘, istih}sa>n bi al-‘urf,  istih}sa>n bi al-mas}lah}ah 

al-mursalah atau istih}sa>n bi raf’ al-h}araj.74 

Penulis memilih pembagian istih}sa>n secara universal. Artinya tidak 

mendikotomikan jenis istih}sa>n tertentu dari salah satu ulama. Bahkan 

                                                 
71 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, ..., 111. 
72 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: Islamic Texts 

Society, 1991), 258. 
73 Ya’qu>b ibn ‘Abd al-Wahhab, Al-Istih}sa>n: H{aqi>qatuh, Anwa>‘uh, H{ujjiyyatuh, Tat}bi>qa>tuh al-
Mu‘a>s}irah, (Riyad: al-Maktabah al-Rushd, 2007), 57. 
74 H{usayn H{a>mid Hassa>n, Naz}riyyah al-Mas}lahah fi> al-Fiqh al-Isla>mi>, (Cairo: Da>r al-Nah}d}ah al-

‘Arabiyyah, 1971), 290. 
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Iskandar Usman juga menyebut pengesampingan perkara yang menjadi 

wewenang Jaksa Agung termasuk juga ke dalam istih}sa>n. Berikut di antarSa 

macam-macam istih}sa>n yang penulis himpun dari berbagai kitab klasik 

maupun modern: 

1. Istih}sa>n al-Qiya>si> 

Penamaan istih}sa>n dengan qiya>s tersembunyi—berlawanan dengan 

qiya>s terang-terangan (al-qiya>s al-ja>li>)—karena didalamnya terkandung 

maslahat atau kebaikan. Dan istih}sa>n jenis ini diberlakukan karena ada 

alasan yang kuat (untuk berpaling dari hukum asal).75  

Abd al-Waha>b Khala>f memberikan contoh menarik yaitu terkait 

sisa air yang diminum oleh burung buas seperti: burung bangkai, burung 

gagak, burung elang, dsb itu najis menurut qiya>s tetapi suci menurut 

istih}sa>n. Burung buas tadi di-qiya>s-kan dengan predator buas seperti 

macan atau serigala yang meminum air. Hukumnya air tadi mengikuti 

hukum daging hewannya. Kalau yang meminum hewan buas apapun 

jenisnya maka airnya ikut haram. Tetapi, istih}sa>n melihatnya bahwa 

yang najis itu karena predator meminum air dengan mulutnya yang 

tercampur air liur yang dihasilkan dari daging hewan tersebut. 

Sedangkan burung buas minum melalui paruhnya. Paruh itu adalah 

tulang yang suci dan tidak terikat dengan daginnya ataupun air liurnya 

yang najis. Maka hukumnya air tadi jadi suci.76  

                                                 
75 S}a>lih ibn ‘Abdillah ibn Muh}ammad, Raf‘ al-H{araj fi> al-Shari>‘ah al-Isla>miyyah, (Riyad: 

Maktabah al-Abi>ka>n, 2004), 362. 
76 ‘Abd al-Waha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, (Beirut: Da>r al-Kutu>b al-Isla>miyyah, 2010), 73. 
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2. Istih}sa>n al-Istithna>’i 

a. Istihsa>n bi al-Nas} 

Istihsa>n bi al-nas} adalah hukum pengecualian berdasarkan nas} 

(al-Qur’an dan al-Sunnah) dari kaidah umum yang berlaku pada 

kasus-kasus serupa. Atau dapat diartikan pula dengan beralih dari 

norma umum dalam nas} dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan 

khusus untuk kasus yang khusus pula. Dalam hal ini bukan berarti 

ada penolakan atas teks al-Qur’an maupun al-Sunnah. Hanya saja 

dalam pengaplikasiannya secara kasuistik, mujtahid memperhatikan 

ketentuan lain yang ada pada al-Qur’an maupun al-Sunnah.77 

Contohnya, menurut kaidah umum makan dalam keadaan lupa 

di siang hari Ramadan membatalkan puasa seseorang karena rukun 

dasarnya telah rusak yaitu imsak (menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa, yang di dalamnya termasuk makan) di siang 

harinya. Namun, al-Sunnah Rasulullah Saw menegaskan bahwa 

makan dalam keadaan puasa di siang hari Ramadan tidak 

membatalkan puasa: 

، عَنْ مَُُمَّدٍّ بَْنِ  ثَ نَا مُوْسَى بَْنُ إِسْْاَعِيْلَ، عَنْ أيَُّبٍّ وَ حَبِيْبٍّ وَ هِشَامٍّ  سِيْْيِْنِ حَدَّ
عَنْ أَبِْ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اُلله عَنْهُ قَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تُ وَشَرَبَْتُ نَسْيًا وَ أَنًَ صَائمٌِ. فَ قَالَ )أَطْعَْمَكَ اللهُ فَ قَالَ: يََ رَسُوْلَ اِلله، إِنَّ أَكَلْ 
  78وَسَقَاكَ(.

                                                 
77 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam, 
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 76-77. 
78 Abu> Da>wud, Sunan Abu> Da>wud, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dah}la>n, t.t), 315. 
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Telah menceritakan kepada kami Mu>sa ibn Isma>‘i>l. Dari Abu> 

Ayyu>b, H{abi>b, dan Hisha>m. Dari Muh}ammad ibn Si>ri>n. Dari 

Abu> Hurayrah berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi 

Saw dan berkata: Ya Rasulullah, sungguh aku telah makan 

dan minum dalam keadaan lupa padahal saya sedang puasa. 

Kemudian Rasul Saw bersabda: Allah Swt telah memberi 

makan dan minum kepadamu. 

 

Kemudian, dalam persoalan wasiat. Qiya>s tidak mengakui 

kebolehannya. Karena pada dasarnya, kepemilikan seseorang 

terhadap hartanya telah usai saat ia meninggal. Maka ketika 

meinggal ia tidak berhak mengatur penggunaan atas hartanya lagi, 

termasuk wasiat kecuali ada pengecualiannya.79 Pengecualian tadi 

ada di dalam al-Qur’an Surat al-Nisa>’: 

 مِنْ بََ عْْدِ وَصِيَّةٍّ يُصِيَْ بِِاَ أَوْ دَيْنٍّ .
 

Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar 

utangnya.80 

 

b. Istihsa>n bi al-Ijma>‘ 

Contoh yang paling mudah adalah larangan jual beli terhadap 

barang yang tidak ada di tempat saat akad (bay‘ al-ma‘du>m). 

Kemudian, ulama H{anafiyyah dan ahli ilmu yang lain ber-istih}sa>n 

atas kebolehan istis}na>‘. Yakni dalam hal industri, seorang tukang 

pengerajin kayu akan membuatkan pesanan sesuai dengan sifat-sifat 

barang yang sudah disebut saat akad. Praktik seperti ini ada 

                                                 
79 Wahbah al-Zuh}ayli>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, (Damascus: Da>r al-Fikr, 1986), 743. 
80 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 2, ..., 120-121. 
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landasan ijma>‘-nya yang hukumnya berbeda dari keumuman nas}, 

yakni al-Sunnah Nabi Saw tentang larangan jual beli yang 

barangnya tidak ada di tempat. Maka dapat dikatakan kalau ijma>‘ 

tadi adalah pengecualian (bentuk istih}sa>n) terhadap keumuman 

nas}.81   

 

c. Istihsa>n bi al-‘Urf 

Contoh istih}sa>n  yang berlandaskan ‘urf  adalah kebolehan 

mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat 

memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti 

dikemukakan Abdul Karim Zaidan, wakaf hanya boleh atas harta 

benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti 

tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda bergerak tersebut adalah 

adat kebiasaan di berbagai negri yang melegalkan praktik wakaf 

tersebut. 82 

 

d. Istihsa>n bi al-Mas}lah}ah al-Mursalah 

Yakni mengecualikan ketetntuan hukum yang berlaku umum 

berdasarkan kemaslahatan. Misalnya menetapkan sahnya hukum 

wasiat yang ditunjukan untuk keperluan yang baik dari orang yang 

berada di bawah pengampuan.83 

                                                 
81 Muh}ammad Sulayma>n Abdilla>h al-‘Ashqar, al-Wad}ih} fi> Us}u>l al-Fiqh, (Cairo: Da>r al-Sala>m, 

2013), }146. 
82 Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2014), 145. 
83 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 202. 
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e. Istihsa>n bi al-D}aru>rah 

Yaitu suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk 

mengecualikan ketentuan qiya>s yang berlaku umum kepada 

ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan 

darurat. Sebagai contoh, menghukumi sucinya air sumur atau kolam 

yang kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut 

ketentuan umum tidak akan pernah suci walau dikuras airnya. 

karena akan menyumber terus dari mata air. Maka cukup dengan 

dikuras semampunya, atau paling tidak sampai setengah dari air di 

dalam kolam.84 

 

f. Takha>ruj  Bagian dari Istih}sa>n 

Secara arti kata, takha>ruj berarti saling keluar. Dalam arti 

terminologis, takha>ruj adalah saling keluarnya seseorang atau lebih 

dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah 

seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya, takha>ruj 

termasuk ke dalam bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum 

kewarisan Islam.85 

Sebab, mungkin saja di dalam praktiknya tejadi pembagian 

harta waris yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari 

                                                 
84 Ibid. 
85 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, ..., 297. 
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ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu pelaksanaan hukum 

waris secara apa adanya, terlihat tidak tepat dan tidak adil. 

Syaratnya, harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari para ahli 

waris.86 Penyimpangan dari hukum umum karena adanya penyebab 

khusus inilah hakikat dari istih}sa>n. 

 

D. Pembaruan Hukum Islam dan Istih}sa>n  

1. Pembaruan Hukum Islam 

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad dalam menetapkan 

ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan 

perkembangan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang 

belum ada ketentuan hukumnya maupun menetapkan hukum baru untuk 

menggantikan ketentuan hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia masa sekarang.87 

Berbica tentang pembaruan hukum Islam memang tidak bisa 

dilepaskan dari ijtihad. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling 

berkoeksistensi satu sama lain. Signifikansi ijtihad sebagai sarana 

pembaruan hukum Islam sebenarnya dapat dimengerti dari ijtihad yang 

dilakukan oleh sahabat  ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b di masanya. Berbeda 

                                                 
86 Ibid. 
87 Iskandar Usman, Istihsan..., 200. 
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dengan pandangan ulama setelah tahun 1000 M yang memiliki 

keyakinan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup (ighla>q ba>b al-ijtiha>d).88 

Seorang al-qa>d}i bernama Abu> Bakr al-Ba>qila>ni> ketika dihadapkan 

dengan masalah yang sama untuk kedua kalinya beliau berpendapat 

bahwa tetap harus memperbaruhi ijtihad (tajdi>d al-ijtihad). Perubahan 

ijtihad dilakukan semata-mata karena ada perbedaan zaman. Alasan 

lainnya adalah karena ada perubahan pada adat atau maslahatnya umat 

dan pertimbangan nilai d}aru>rah-nya. Maka dari itu, perlu adanya 

pembaruan.89 

Diskursus konvensional tentang ijtihad lebih memfokuskan pada 

beberapa doktrin dan ide yang termuat dalam ilmu Us}u>l al-Fiqh seperti: 

qiya>s (analogi), istihsa>n, sad al-dhari>‘ah, istis}h}a>b, dll. Tetapi, saat ini 

agaknya perlu untuk menaruh perhatian juga pada tujuan syariat 

(maqa>s}id al-shari>‘ah) yang memiliki akar yang kuat di dalam hukum 

Islam. Maqa>s}id al-shari>‘ah juga menyajikan fleksibilitas dan 

relevansinya dengan kehidupan modern.90 

Memang istihsa>n yang dijadikan sebagai landasan teori penulis 

adalah dalil yang mengandalkan logika yang lumayan ketat, kendatipun 

demikian bukan berarti istihsa>n tidak mempertimbangkan aspek 

maslahah maupun tujuan syariat. Semua tergantung kreativitas seorang 

                                                 
88 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2006), 35-36. 
89 Na>diyah Shari>f, al-Ijtiha>d fi al-Isla>m, (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1984), 199. 
90 Mohammad Hashim Kamali, “Issues in the Understanding of Jiha>d and Ijtiha>d”, Islamic 
Studies, No. 4, (2002), 627. 
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mujtahid untuk menggunakan pendekatan kelilmuan yang dimilikinya 

dalam berijtihad. 

Meskipun begitu, bagi kaum teoretis yang ketat, bisa jadi dan 

memang berkeberatan dengan aktivitas para pembaru dengan alasan 

bahwa penafsiran terhadap teks-teks wahyu harus benar-benar objektif, 

sementara apa yang disebut “ijtihad modern” tidak jauh bedanya dengan 

memaksakan suatu intrepetasi khusus yang sesuai dengan patokan-

patokan yang telah terancang lebih dulu dan telah ditentukan secara 

subjektif.91 

Orientalis kenamaan, Joseph Schacht sebenarnya telah 

memberikan sifat dasar, ciri-ciri, atau karakteristik hukum Islam (the 

nature of Islamic law) yang justru di dalamnya ada peluang untuk 

berijtihad. Berikut di antaranya: 92 

a. Hukum Islam secara luas dideterminasikan oleh sejarah dan 

didominasi oleh perbedaan teori dan praktik yang kontras; 

b. Ciri sentral yang membuat hukum Islam dikatakan religious law 

adalah karena hukum Islam menilai semua perilaku dan hubungan-

hubungan kemanusiaan dalam sudut pandang wajib (obligatory), 

sunah (recommended), mubah (indifferent), makruh 

(reprehensible), dan haram (forbidden); 

                                                 
91 Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), 

251. 
92 Joseph Scacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Oxford University Press, 1982), 200-

204. 
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c. Sebagai “hukum sakral”, hukum Islam memiliki dimensi yang 

heteronom dan irasional, tapi dalam batasan tertentu saja. Yang 

dimaksud heteronom adalah dua sumber hukum utama, yaitu al-

Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Tetapi ada juga hukum 

yang otonom seperti al-ijma>‘. Sedangkan yang dinilai irasional 

seperti z{ihar yang dijatuhkan suami. Bahkan, al-Sha>fi‘i> tidak 

mampu merasionalkanya sampai derajat yang memuaskan.  

d. Tendensi yang berlawanan: mempertimbangkan aspek material 

dan menyimpang dari hukum asalnya atas dasar fairness dan 

kesesuaian adalah sesuatu yang mafhum di dalam konstelasi 

hukum Islam. Hal ini tampak dalam istih}sa>n dan istis}la>h}. 

Dari penjelasan di atas dapat disarikan bahwa hukum Islam selalu 

terbuka dengan ijtihad. Pertama bahwa hukum Islam sangat dipengaruhi 

aspek kesejarahannya. Kedua, dalan poin c dapat dikatakan kalau hukum 

Islam sebenarnya ada sisi otonomnya. Maka dari itu, mujtahid boleh 

berijtihad sesuai kebutuhan. Sedangkan di dalam poin d juga disebutkan 

bahwa istih}sa>n—yang menjadi teori dasar penulis—dalam hal ini 

merupakan bagian integral dari ciri hukum Islam itu sendiri yang sangat 

memperhatikan aspek penerapan hukumnya. 

 

2. Istihsan sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Pembaruan Hukum Islam 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali 

dalam subbab sebelumnya, bahwa dalam mengijtihadkan hukum Islam 
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pada era sekarang harus mulai memperhatikan sisi tujuan syariat atau 

maqa>s}id al-shari>‘ah-nya. Supaya hukum yang diterapkan dapat 

mengikuti perkembangan zaman.  

Maka dari itu, dasar pertimbangan ulama dalam ber-istih}sa>n 

adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk 

kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar 

pertimbangan istih}sa>n adalah terealisasi dan terpeliharanya 

kemaslahatan dan kepentingan umat.93 

Dan memang di situlah letak kedigdayaan istih}sa>n sebagai 

metodologi dalam mengijtihadkan hukum Islam yang mengakomodasi 

nilai-nilai modernitas zaman. Aksentuasi istih}sa>n terletak pada esensi 

yang mendasari prosesnya dan putusan-putusan yang dihasilkan darinya. 

Tapi sebenarnya, kedua aspek tersebut mencerminkan kekuatan 

sekaligus kelemahan istih}sa>n yang ditanggapi kritis oleh dua leading 

imam mazhab, al-Malik dan al-Sha>fi‘i>. Yang pertama mengagungkan 

istih}sa>n sedangkan yang terakhir menolaknya. Tapi, terdapat satu hal 

yang luput dari perhatian hampir semua ulama mazhab fikih dalam hal 

perkembangan pemikiran hukum ke depan, suatu pengakuan umum yang 

positif tetapi sensitif: bahwa istih}sa>n dapat berperan dalam 

mengadaptasikan syariat pada realita sosial.94 

  

                                                 
93 Iskandar Usman, Istihsan..., 67. 
94 Mohammad Hashim Kamali, “Istih}sa>n and The Renewal of Islamic Law”, ..., 572. 
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BAB III 

PEMIKIRAN FARAID AMINA WADUD 

 

A. Biografi Amina Wadud  

1. Riwayat Hidup 

Amina Wadud terlahir dalam keluarga Metodis (sekte khusus 

dalam Agama Kristen Protestan) pada 25 September 1952 di Bethesda, 

Maryland, Amerika Serikat.95 Meskipun ia besar dalam keluarga yang 

kental dengan unsur Kristiani, Ayahnya sering memberikannya nasihat 

untuk membuat keputusannya sendiri yang pada akhirnya 

menginspirasinya untuk belajar agama lain. Dalam riwayatnya, ia pernah 

mempraktikkan Buddisme sebelum pada akhirnya memeluk Islam.96 

Sejak kecil ia merasa seperti “orang luar” karena statusnya sebagai 

perempuan dan termasuk etnis kulit hitam. Masa kanak-kanaknya 

terbilang singkat. Hal itu diperparah dengan kemiskinan yang melanda 

keluarganya. Ibunya juga meninggalkan keluarganya, ditambah rumah 

yang sedang dihuninya dijadikan pelunas utang sehingga menarik 

keluarga Wadud dalam periode singkat “pengangguran”. Barangkali itu 

yang membuat ia gangsar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan 

sebab sejak kecil ia mengalami pahitnya hidup.97 

                                                 
95 Mehran Kamrava et al., The New Voices of Islam: Rethinking Politics and Modernity, (Los 

Angeles: University of California Press, 2006), 201. 
96 June Melby Benowitz, Encyclopedia of American Women and Religion, (Santa Barbara: ABC-

CLIO, 2017), 621. 
97 Suha Taji-Farouki et al., Modern Muslim Intellectuals and The Qur’an, (Oxford: Oxford 

University Press, 2006), 98. 
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Amina Wadud tergolong anak yang dewasa di usia dini. Dia 

memiliki skill pembacaan yang tinggi walau tidak hidup dalam 

lingkungan intelektualis. Ia mampu menyibak makna di luar yang 

terkandung di dalam kata. Ia menempati peringkat 100 besar dalam 

ujian nasional, walau ia tidak terbilang sukses saat duduk di elementary 

school (SD). Tetapi, saat SMA, prestasinya kembali naik dan di sini ia 

menemukan arti menjadi warga kulit hitam dan perempuan di 

Amerika.98 

 Ketikatahuun 1972, di usianya yang kedua puluh, Wadud 

memutuskan untuk menjadi muallaf dan memeluk agama Islam. Dia 

menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia cari. Ia melihat bahwa al-

Qur’an memberikan visi terhadap dunia bahkan melebihi itu yang makna 

dan kemungkinannya mampu mencapai kepastian. Menurut Barlas, 

posisi Wadud sebagai seorang warga negara Amerika Serikat keturunan 

Afrika, ditambah kenyataan bahwa ia adalah orang “Barat”, memeluk 

agama Islam telah menjadikannya sosok Muslim dengan “kesadaran 

spesifik yang ia bentuk oleh identitasnya sendiri”.99   

 

2. Karir Akademis 

Amina Wadud adalah seorang Profesor di bidang Studi Keislaman 

atau Islamic Studies atau al-Dira>sah al-Isla>miyyah. Ia mendapatkan 

gelar Ph.D-nya di bidang Bahasa Arab dan Islamic Studies dari 

                                                 
98 Ibid., 98-99. 
99 Amyn B. Sajoo et al., A Companion to The Muslim World, (London: I.B. Tauris, 2009), 77. 
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University of Michigan antara tahun 1988-1989. Sebelumnya ia 

memperoleh gelar masternya dalam bidang Near Eastern Studies di 

kampus yang sama. Ia juga mempunyai gelar B.Sc dalam bidang 

Education dari University of Pennsylvania. Setelah mendapatkan Phd-

nya, ia memulai karir akademisinya di berbagai kampus di dunia. 

Berikut daftar kampus yang pernah menjadi tempat mengajarnya: 100 

a. Qar Younis University di Libya. 

b. International Islamic University of Malaya di Malaysia. 

c. Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat. 

d. Center for Religious and Cross Cultural Studies yang berpusat di 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. 

 

3. Keterlibatan di dalam Organisasi 

Amina Wadud tercatat sebagai salah satu di antara delapan 

founder NGO (Non-Governmental Organization) yang bernama “Sister 

in Islam” (SIS). Organisasi ini diinisiasi pada tahun 1980-an saat 

beberapa orang mendiskusikan satus perempuan dalam bingkai Hukum 

Keluarga Islam. Organisasi ini baru tercatat secara formal pada tahun 

1993. Organisasi ini mempunyai pengaruh transnasional.101 

 SIS berkantor di Petaling Jaya, kota yang terletak di dekat 

ibukota Malaysia. SIS mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan 

                                                 
100 Mary Zeiss Stange et al., Encyclopedia of Women in Today’s World, (Los Angeles: SAGE 

Publications, 2011), 1533. 
101 Azza Basarudin, Humanizing the Sacred: Sister in Islam and Struggle for Gender Justice in 
Malaysia, (Washington DC: University of Washington Press, 2016), 12. 
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pemahaman tentang Islam yang mengakui dan mengamini prinsip-

prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kewibawaan dalam suatu 

negara yang demokratis. Organisasi ini dikenal luas secara internasional 

dan memiliki anggota yang berasal dari latar belakang yang beragam: 

akademisi, jurnalis, dan artis.102  

SIS memainkan peran penting dalam menekan batasan hak-hak 

perempuan dalam Islam dan dalam bingkai negara yang pertumbuhan 

modernitasnya sangat cepat dan demokratis, juga dalam tataran 

konstitusi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan di muka 

hukum.103 

 

4. Publikasi Ilmiah 

Amina Wadud memang sosok aktivis feminis yang terkenal di 

dunia, tetapi tidak banyak buku yang ia terbitkan sejak memulai 

karirnya sebagai akademisi di universitas. Ia lebih banyak menulis 

artiket-artikel yang dimuat di dalam jurnal maupun buku yang ditulis 

secara kolektif.  

Setelah ia mendapatkan gelar PhD-nya, ia lantas bergabung di 

Departement of Islamic Revealed Knowledge and Heritage yang 

berpusat di International Islamic University di Malaysia. Dan di kampus 

inilah ia menerbitkan karya perdananya yang fenomenal, Qur’an and 

                                                 
102 Ibid., 4. 
103 Robert W. Hefner et al., The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in 
Malaysia, Singapore, and Indonesia, (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), 227.   
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Woman. Dan kemudian edisi keduanya Qur’an and Woman: Re-Reading 

the Sacred Text from Woman’s Perspective tahun 1999.104 

Setelah itu, di tahun 2006 ia merbitkan bukunya yang berjudul 

Inside the Gender Jihad. Hal yang paling penting dari buku ini adalah 

penjelasan tentang formulasi hermeneutik. Ia menjelaskan bahwa 

fondasi al-Qur’an adalah tauhid (keesaan Tuhan) dan prinsip 

keseimbangan dan keharmonisan kosmik. Selain itu, dalam buku ini 

tercermin kalau Wadud memiliki pandangan yang utopis dan visioner 

yakni Islam tanpa patriarki. Namun hal ini yang mengundang konflik 

dengan rekannya, baik akademisi atau umat Muslim pada umumnya.105 

Selain itu, ada beberapa artikelnya yang dimuat dalam buku atau 

jurnal seperti: 

a. “Engaging Tawhid in Islam and Feminism” yang dimuat di dalam 

International Feminist Journal of Politics yang diterbitkan tahun 

2008; 

b. “American by Force, Muslim by Choice” yang dimuat dalam 

Journal of Political Teology yang diterbitkan tahun 2011; 

c. “Aishah’s Legacy: The Stuggle for Women’s Rights within Islam” 

dalam Buku The New Voices of Islam: Rethinking Politics and 

Modernity yang diedit oleh Mehran Kamrava dan diterbitkan pada 

tahun 2006. 

                                                 
104 Jocelyne Caesari dan Jose Casanova, Islam, Gender, and Democration in Comparative 
Perspective, (Oxford: Oxford University Press, 2017), 120. 
105 Ibid., 121. 
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B. Kontroversi 

Amina Wadud membuat gempar headline media di seluruh dunia pada 

Jumat, 18 Maret 2005 ketia ia dikabarkan menyampaikan khutbah beserta 

mengimami salat jumat di hadapan jamaah yang berbeda jenis kelamin. 

Sebelumnya, ia sudah menyampaikan khutbah jumat di Afrika Selatan pada 

tahun 1994.106 

Wadud memilih Cathedral of St. John the Divine sebagai tempat 

melangsungkan salat jumat walaupun sempat mendapat ancaman bom. 

Sekitar lima belas orang memprotes pelaksanaan salat jumat tersebut. Salah 

satu masa demonstasi membawa pamflet yang bertuliskan “Allah akan 

mengutuk penyelenggara acara ini”. Di lain sisi, ada pula yang menulis 

“Perempuan ini layak digantung”.107 

Wadud menerangkan alasan yang melegitimasinya melakukan hal 

tersebut adalah berdasarkan pada peristiwa yang dialami Um Waraqah yang 

diberikan izin oleh Nabi Muhammad Saw untuk mengimami keluarganya, 

termasuk budak laki-laki yang dimilikinya. Sayyi>d T{ant}awi>, dari Masjid al-

Azhar, Kairo, mengatakan “Laki-laki tidak patut memandang tubuh 

perempuan yang berada di depan untuk mengimaminya, meski perempuan 

tersebut sudah sering dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak 

                                                 
106 Samory Rashid, Black Muslim in The US: History, Politics, and The Struggle of A 
Community, (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 127. 
107 Ibid. 
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selayaknya hal tersebut dilakukan saat salat yang mengedepankan 

kekhusukan.”108 

Yu>suf al-Qaradawi bahkan mengkritik Amina Wadud dalam program 

televisinya bahwa imam salat hanya diperuntukkan bagi laki-laki; 

perempuan tidak berhak. Sebab insting laki-laki akan tertarik jika melihat 

tubuh perempuan. Di lain sisi, Grand Mufti Arab Saudi menyebut Amina 

Wadud sebagai musuh Islam. Bahkan surat kabar di Arab Saudi mewartakan 

kalau Amina Wadud mengalami gangguan mental.109 

 

C. Prinsip Dasar dan Metode Ijtihad Amina Wadud 

1. Paradigma Tauhid 

Paradigma tauhid (the tawhidic paradigm) adalah teori dasar atau 

basic term yang dikembangkan oleh Amina Wadud sebagai argumen 

yang menyatakan bahwa Islam tidak menindas perempuan. Teori ini 

muncul sebagai jawaban atas double-talk (ketidakkonsistenan ucapan) 

yang dialamatkan pada perempuan.  

Satu bentuk double-talk dicontohkan Amina Wadud adalah 

pendapat salah seorang profesor asal Pakistan yang mengajar di 

International Islamic University of Malaysia terkait isu pemilihan 

Benazhir Bhutto untuk menjadi perdana mentri perempuan di Pakistan. 

Ia mengatakan:  

                                                 
108 Allegra Stratton, “A Woman Breaks a Taboo”, New Statesman, (28 Maret 2005), 12. 
109 Jocelyne Caesari dan Jose Casanova, Islam, Gender, and Democration..., 122. 
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Laki-laki dan perempuan diciptakan setara di dalam Islam. Islam 

tidak mengesampingkan siapapun untuk menjadi pemimpin. 

Apakah ia tingginya 5 kaki dan beratnya 95 pon, ataukah 

tingginya 6,4 kaki dan berarnya 200 pon. Apakah ia laki-laki atau 

perempuan. Asalkan mereka mampu dan berkapasitas untuk 

menjadi pemimpin. Perempuan pada dasarnya tidak bisa 

memimpin.110 

 

Amina Wadud tercengang melihat ketidakkonsistenan ucapan 

tersebut—terletak pada kalimat terakhir—walaupun diujarkan oleh 

seorang profesor. Tata logikanya sangat tidak memenuhi unsur 

silogisme yang baku. Amina juga tidak berhenti pada term “men and 

women are created equal”. Kesetaraan dalam hal ini ia maknai sebagai 

gerak resiprokal.  

Untuk itu, tawhidic paradigm diperkenalkan. Tauhid dalam arti 

teologis bermakna Tuhan itu satu, Tuhan itu unik, Tuhan itu disatukan, 

dan Tuhan menyatukan segala hal. Dan dalam hal ini Tuhan berposisi 

sebagai zat tertinggi dan berada di atas segalanya. Untuk itu, tidak boleh 

ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari yang lainnya, 

khususnya untuk alasan gender, ras, kelas, dan nasionalitas karena akan 

merendahkan Tuhan. Maka dari itu, paradigma tauhid menjadi prinsip 

dasar untuk menghilangkan keasimetrisan gender—memposisikan laki-

laki di atas perempuan. Harusnya, posisi laki-laki dan perempuan adalah 

                                                 
110 Amina Wadud, Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam, (London: Oneworld, 

2006), 26. 
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horizontal dan resiprokal. Dengan begitu, posisi tertinggi akan tetap 

diduduki oleh Allah Swt.111 

Skema paradigma tauhid dapat digambarkan seperti ini: 

Allah 

Aku   Anda 

Sedangakan kalau memosisikan diri ini lebih besar, baik, dan benar 

dari orang lain, maka secara langsung, posisi Tuhan tidak berada pada 

koordinat tertinggi. Sedangkan Tuhan pencipta segalanya, Laisa ka 

misthlihi> shay’.112 Hal ini tidak boleh terjadi. 

Kesadaran lanjutan yang perlu dibentuk setelah memosisikan 

Tuhan yang berada di atas segala-galanya adalah takwa. Sebab takwa 

adalah kekuatan untuk membuat keputusan atau pilihan yang dimiliki 

oleh manusia sebagai khali>fah fi al-ard}. Jika kesadaran terhadap Tuhan 

ini hilang, maka dimungkinkan akan muncul pemikiran untuk menindas, 

menyalahgunakan, atau menyimpang.113  

 

2. Manusia sebagai Khali>fah yang Bertakwa 

Amina Wadud mencoba untuk mengkonstruksikan kewibawaan 

manusia di dalam al-Qur’an dan terhenti pada Surat al-Baqarah ayat 30-

32. Dalam ayat tersebut diterangkan secara jelas bahwa Allah berniat 

menciptakan khali>fah fi al-ard}, meskipun ditentang oleh malaikat. 

                                                 
111 Amina Wadud, “Engaging Tawhid in Islam and Feminisms”, International  Feminist Journal of  
Politics, No. 4, (Desember, 2008), 437. 
112 Al-Quran 42:11. 
113 Amina Wadud, Inside the Gender Jihad..., 31. 
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Namun pada akhirnya mereka patuh kepada Tuhan karena mereka tidak 

mengetahui apapun kecuali Tuhan sendiri yang mengajarkannya.114 

Inti dari makna khali>fah ini, bahwa Allah Swt mempunyai niat 

untuk menjadikan manusia sebagai pengemban amanah dan tanggung 

jawab di bumi. Maka dari itu, menjadi khalifah—yang Amina Wadud 

artikan sebagai agen yang bermoral atau pengemban tanggung jawab—

menjadi sangat fundamental dan esensial.115 

Al-Qur’an menandaskan bahwa untuk memenuhi tanggung 

jawabnya sebagai khali>fah, dua hal berikut harus dipenuhi. Pertama, 

secara sukarela (ikhlas) harus mematuhi kehendak Allah. Dan yang 

kedua, berpartisipasi di dunia. Hal ini dimaknai sebagai tanggung jawab 

untuk mengelola kebutuhan manusia di dunia sebagai bentuk 

penyerahan diri (Islamnya) manusia.116  

Amina Wadud menuturkan tujuan konkret menjadi khali>fah adalah 

menciptakan dan menegakkan keadilan sosial sebagai bentuk 

representasi dari kehendak ilahi atau harmoni kosmis.117 Meskipun 

manusia dibekali dengan kemampuan/anugerah (kapasitas) yang 

berbeda-beda, kapasitas tersebut harus digunakan secara bermoral dalam 

hal mengabdi kepada Allah untuk menjaga harmoni kosmis tersebut.118  

                                                 
114 Ibid., 32. 
115 Ibid., 33. 
116 Ibid., 34. 
117 Ibid., 35. 
118 Ibid., 35-36. 
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Lebih  jauh lagi ada hubungan resiprokal antara al-Qur’an dan 

pertanggungjawaban manusia  sebagai khali>fah. Seseorang yang dibekali 

kapasitas lebih maka ia mendapat tanggung jawab lebih, begitu pula 

sebaliknya. Contohnya, pada masa proses pewahyuan al-Qur’an, alasan 

laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak dari perempuan 

meskipun mereka berposisi sebagai ahli waris yang sama adalah karena 

laki-laki dibebani dengan nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak 

dibebani tanggung jawab tersebut. Namun, zaman telah berubah. Peran 

perempuan sebagai penopang nafkah sudah santer terjadi. Oleh karena 

itu, Amina Wadud tidak setuju terhadap isu adanya bentuk subjugasi 

dalam perkawinan di era moderan ini, dengan dalil hubungan antara 

kapasitas dan al-Qur’an tadi.119 

 

3. Teori Keadilan Gender  

Laki-laki dan perempuan dalam sejarah Islam memang tidak 

diposisikan sejajar. Contoh dalam hal aktivitas intelektual. Meskipun 

mereka berposisi sebagai perawi hadis dan bahkan penghapal al-Qur’an, 

para perempuan tetap tidak berperan di dalam pembetukan fondasi 

paradigma Islam. Contoh, kitab-kitab yang beredar sekarang hampir 

semuanya dikarang oleh laki-laki. Maka dari itu, laki-laki tidak hanya 

berperan dalam mendefinisikan Islam untuk mereka sendiri, tetapi 

                                                 
119 Ibid., 37. 
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mereka mendefinisikannya juga untuk perempuan. Dan ketika Amina 

Wadud menguji presumsi ini, ternyata ada tendensi patriarki.120 

Selama ini, sense patriarki yang ada dalam pembentukan hukum 

Islam adalah perspektif bahwa “laki-laki lebih baik”. Perempuan tak 

hanya dipandang rendah, tetapi ia juga diperlakukan sebagai objek 

dalam diskusi syariat. Seharusnya ia turut serta menjadi peserta diskusi. 

Perempuan nyatanya berdiri sebagai penerima keputusan, bukan 

pembuat keputusan. Sedangkan, keputusan—yang berkenaan dengan 

urusan sosial dan peran keluarga—dibuat oleh seseorang yang tidak 

punya pengalaman langsung tentang perempuan. Ide-idenya tentang 

perempuan diperoleh secara tidak lansung (second-hand). Akibatnya, 

perempuan mengalami double-standard dalam hal ekonomi, kebijakan 

negara, dan pendidikan.121 

Teori dasar yang melandasi gerakan reformasi gender Islam adalah 

keadilan yang berangkat dari ide bahwa “Islam tidak menindas 

perempuan”. Tujuan selanjutnya dari teori ini yang sifatnya 

pengembangan adalah melihat lebih dalam terhadap dua hal: sumber 

utama dalam pemikiran Islam dan diskursus intelektual yang menembus 

batas sejarah untuk dijadikan proof/dalil yang memverifikasi teori 

tersebur. Tetapi jika nantinya memang teori ini salah, Amina Wadud 

siap membeberkan dalil argumen yang definitif. Meskipun tidak ada 

tujuan yang detail dalam teori ini, tetapi teori ini punya prinsip dasar 

                                                 
120 Amina Wadud, Inside the Gender Jihad..., 96. 
121 Ibid., 97. 
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yakni keadilan untuk muslimah.122 Dan berbuat adil memang perintah 

al-Qur’an dalam Surat al-Ma’idah ayat 8: 

يْنَ أ مَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّامِيَْ لِِ  ِ يَ  َ   وَلَ يَْ  لقِصْطِ  اءَ بِِ هَدَ   شُ ي ُّهَا الذِ 
 
 ى أَلَّ رمَِنَّكُمْ شَنَأ نُ قَ وْمٍّ عَل 

 ا تَ عْْمِلُوْنَ.اَلله خَبِيٌْْ بَِِ  إِنَّ  اَلله  قُوا وَات َّ  هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى   اِعْدِلُوْا   لُوْا  تَ عْْدِ 
 

4. Syariat, Fikih, dan Etika Islam 

Hukum berguna untuk memberi justifikasi atas perbuatan yang 

benar dan salah di dalam hidup bermasyarakat, serta untuk memenuhi 

fungsi check and balance. Dalam Islam, ada dua term yang maknanya 

berdekatan, yakni syariat dan fikih. 

Syariat dalam pandangan Amina Wadud—yang mengadopsi 

beberapa pemikiran ulama seperti Ibn Qayyim dan Mir-Hosseini—

maknanya telah direduksi menjadi satu kata, yakni semata-mata apa 

yang dianggap “adil”. Padahal keadilan itu nilainya berbeda-beda antara 

satu orang dengan orang lainnya. Pemikiran patriarki pastinya dianggap 

memenuhi keadilan terhadap laki-laki, tapi di sisi lain (perempuan), 

membatasi keadilan bagi perempuan.123 

Sedangkan fikih adalah interaksi yang terjadi antara manusia 

dengan syariat yang notabene adalah kalam dan ide Tuhan yang tidak 

dapat diubah. Tetapi ada yang berpendapat juga bahwa terdapat 

sekelompok orang yang masih berpegang pada fikih dan tidak terbuka 

terhadap pembaruan, yang dalam hal ini al-Na’im menyebutnya dengan 

                                                 
122 Ibid. 
123 Ibid., 49. 
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syariat yang bersejarah (historical shari>‘ah) atau Islam yang bersejarah 

(historical Islam) dalam pandangan Fazlur Rahman. Kendatipun 

demikian, Wadud mengikuti pendapatnya Rauf, bahwa dalam hal 

mereformasi pemahaman, fikih wajib diubah mengikuti zaman, tempat, 

kondisi, dan adat dan mayoritas fuqaha juga berpegang teguh kalau fikih 

atau aturan hukum dapat berubah. 124 

Terlepas dari itu semua, yang ingin ditandaskan oleh Wadud 

adalah reformasi gender ini butuh kehati-hatian dan harus 

mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas kehidupan Islam saat 

ini. Dan sedikit sekali usaha yang dilakukan ulama/pemikir kontemporer 

untuk menyangkutpautkannya dengan Islamic ethics (etika Islam) secara 

eksplisit. Banyak sekali hasil kerja para reformis yang tidak 

mempertimbangkan hubungan etika Islam dengan hukum. Diskusi 

tentang sejarah formulasi hukum Islam dan hak-hak perempuan 

mendapat perhatian penuh, sedangkan teori atau landasan etika dalam 

formulasi hukum tersebut masih belum tersentuh.125  

Etika Islam yang dimaksud Amina—dengan mengutip 

pendapatnya Majid Fakhry—adalah suatu alasan mendasar atas suatu 

perbuatan yang benar dan atas keputusan-keputusan yang dibuat 

manusia serta prinsip yang melandasi klaim kalau perbuatan atau 

keputusan tadi dianggap baik atau buruk. Di dalam Islam, al-Qur’an dan 

                                                 
124 Ibid., 51. 
125 Ibid., 49. 
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al-Sunah Nabi Saw merepresentasikan sumber utama spirit etika 

Islam.126  

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan teori 

etika Islam. Pertama, bahwa apa yang dianggap etis itu relatif terhadap 

konteks. Sehingga, kedua, keadaan tersebut mempengaruhi Amina 

dalam memberikan pemecahan atas isu terbaru di luar parameter yang 

ada melalui pendekatan hukum-hukum tekstual yang dirumuskan pada 

saat abad pemulaan perkembangan syariat dan pemikiran Islam.127 Pada 

akhirnya, apapun bunyi kesimpulan ulama tentang etika islam, yang 

terpenting bahwa etika menjamin dan memastikan bahwa tidak ada yang 

namanya superioritas.128 

 

5. Hermeneutika al-Qur’an 

a. Definisi Umum Hermeneutika 

Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu 

hermeneuein yang artinya mengutarakan, menjelaskan, atau 

menafsirkan. Kata ini pertama kali digunakan oleh ara pemikir yang 

sedang mendiskusikan bagaimana risalah Tuhan atau ide-ide pikiran 

bisa diekspresikan melalui bahasa manusia.129 

Beberapa orang mengidentikkan hermeneutika dengan seni 

atau sains penafsiran, ada yang mengartikan sebagai metode 

                                                 
126 Ibid., 37. 
127 Ibid., 38. 
128 Ibid., 39 
129 Jens Zimmermann, Hermeneutics: A Very Short Introduction, (Oxford: Oxford University 

Press, 2015), 3. 
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penafsiran. Hermeneutik yang lahir di tanah Yunani dan secara 

praktis digunakan untuk sistem pendidikan mengalami 

perkembangan cukup signifikan melalui apa yang disebut dengan 

gerakan deregionalisasi, suatu gerakan yang dirintis oleh 

Schleiermacher. Inti dari definisi hermeneutik adalah disiplin yang 

berkepentingan dengan upaya memahami makna atau arti dan 

maksud dalam sebuah konsep pemikiran.130 

 

b. Kategorisasi Penafsiran 

Pembagian tafsir ini penting untuk diketauhi karena akan 

mempertegas posisi tafsir yang ditekuni Amina Wadud di antara 

tafsir-tafsir yang lain.  

1) Tafsir Tradisional 

Tafsir jenis ini bertujuan memberikan intrepetasi terhadap 

keseluruhan isi al-Qur’an dengan metodologi yang sempit dan 

kaku, yakni berangkat dari satu ayat di dalam surat pertama dan 

terlus berlanjut sampai akhir surat. Tidak ada usaha yang jelas 

untuk mengaitkan beberapa ayat dalam satu tema. Kalaupun 

ada yang mengaitkan dengan ayat lain, tetapi tidak dilandasi 

oleh prinsip hermeneutik. Dan yang menjadi kegelisahan Amina 

                                                 
130 Khozin Afandi, Hermeneutika dan Fenomenologi: Dari Teori ke Praktik, (Surabaya: 

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007), 54. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

 

 

Wadud adalah bahwa kebanyakan tafsir jenis ini ditulis oleh 

laki-laki.131  

 

2) Tafsir Reaktif 

Tafsir jenis ini adalah bentuk tafsir yang responsif 

terhadap isu-isu perempuan sebagai individu ataupun sebagai 

anggota masyarakat. Tafisr ini banyak ditulis oleh ulama 

modern. Tetapi, Amina Wadud masih mengangapnya kurang 

sebab meski mereka menggunakan metodologi dan idealisme 

feminis. Ketiadaan analisis yang komprehensif terhadap al-

Qur’an justru tidak memposisikan perempuan sebagaimana 

maksud al-Qur’an.132 

 

3) Tafisr Holistik 

Ini adalah jenis tafsir yang digunakan Amina Wadud. 

Tafsir jenis ini mempertimbangkan segala metode penafsiran 

al-Qur’an dengan tidak melupakan aspek sosial, moral, 

ekonomi, politik, dan termasuk juga isu perempuan. Kategori 

tafsir ini relatif masih baru. Amina berusaha membuat 

pembacaan terhadap al-Qur’an dengan memperhatikan 

pengalaman-pengalaman perempuan dan tanpa isu stereotip 

                                                 
131 Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Text from Woman’s Perspective, (Oxford: 

Oxford University Press, 1999), 1-2. 
132 Ibid., 2. 
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apapun. Amina lebih tepat dikatakan menganalisis teks/nas}, 

bukan menafsirkannya.133 

 

c. Hermeneutika sebagai Metodologi Tafsir 

Hermeneutika menaruh perhatian terhadap tiga aspek sebagai 

berikut: pertama, konteks saat teks ditulis, dalam hal ini adalah saat 

proses pewahyuan al-Qur’an. Kedua, komposisi tata bahasanya. Dan 

ketiga, pandangan dunia atau Weltanschauung terhadap teks.134 

Amina Wadud mengadopsi pandangan Fazlur Rahman dalam 

merumuskan metodologi penafsiran atau pemahaman terhadap nas} 

al-Qur’an. Rahman mengatakan bahwa nas} al-Qur’an diturunkan di 

dalam suatu masa spesifik dalam sejarah yang konteksnya umum 

maupun khusus sebagai respon terhadap keadaan tertentu. Tetapi 

pesannya tidak terbatas pada konteks sejarah saat al-Qur’an 

dirurunkan saja. Pembaca harus memahami implikasinya supaya 

dapat menentukan makna yang lebih tepat. Makna tersebut 

dijadikan prinsip dasar atas ayat-ayat tertentu.135 

Terlepas dari itu, Amina Wadud mencoba untuk 

mengelaborasi metodenya sendiri secara rinci. Bahwa setiap ayat 

harus dianalisis—bukan sekadar ditafsirkan—dengan berpegang 

pada lima aspek. Pertama, konteks ayat tersebut. Kedua, mencari 

                                                 
133 Ibid., 3. 
134 Ibid. 
135 Ibid., 4. 
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topik yang serupa dengan konteks ayat tadi di dalam al-Qur’an. 

Ketiga, mencari kesamaan bahasa dan struktur sintaksis yang 

digunakan di ayat lain dalam al-Qur’an. Keempat, mencoba 

melampaui prinsip-prinsip al-Qur’an. Dan kelima, menganalisis ayat 

tersebut dalam konteks Qur’anic Weltanschauung atau pandangan 

dunia.136 

 

D. Pemikiran Amina Wadud tentang Faraid 

Subbab kali ini adalah bagian yang paling krusial dan menjadi bahan 

utama yang akan dianalisis. Maka dari itu, untuk menghindari 

kesalahpahaman, menambah validitas data serta ketelitian dalam pengutipan 

pendapat, penulis sengaja menyajikan teks aslinya yang dinukil langsung 

dari buku karya Amina Wadud: Qur’an and Woman. Selain itu, penulis juga 

menyertakan penjelasan di bawahnya. 

Berikut pula penulis sertakan dua ayat yang dielaborasi oleh Amina 

Wadud dalam merumuskan pandangannya tentang faraid. Dua ayat tersebut 

adalah Surat al-Nisa>’ ayat 11 dan 12. 

فَ وْقَ اثْ نَ تَيِْ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ  فإَِنْ كُنَّ نِسَآءً  نْ ثَ يَيْنِ  الُ ظ ِ يُ وْصِيْكُمُ الَُِّ فِْ أوَْلَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَ 
 
ن
هُمَا السُّ لِ  وَ  لِكُ وَيْهِ بَ َ وَلَِ  وَإِنْ كَانتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِ صْفُ   مَا تَ رَكَ دُسُ مَِّا تَ رَكَ إِنْ  احِدٍّ مِن ْ
دُسُ إِخْوَةٌ فَلِمُِ هِ السُّ  إِنْ كَانَ لَهُ  فَ  مِ هِ الث ُّلُثُن بََ وَاهُ فَلُِ أَ  هُ  ثَ وَلَدٌ وَوَرِ  فإَِنْ لََّّْ يَكُنْ لَّهُ   وَلَدٌن  كَانَ لَهُ  

 هُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًْا  مْ لَ تَدْرُوْنَ أيَ ُّ ؤكُُ بَْ نَا   وَ أَ مْ ؤكُُ أ بَِ   مِنْ بََ عْْدِ وَصِيَّةٍّ ي ُّوْصِيْ بِِاَ أَوْ دَيْنٍّ  
 ا.إِنَّ اَلله كَانً عَلِيْمًا حَكِيْمً  فَريِْضَةً مِ نَ اللهِ  

                                                 
136 Ibid., 5.  
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Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka ia memeperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagiannya masing-

masih seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu dan bapaknya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) memiliki 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) dilaksanakan setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya 

atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siaoa di antara mereka yang banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.137  

 

 فَ لَكُمُ الرُّبَعُُ مَِّا تَ ركَْنَ  كَانَ لَِنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ  لَدٌن نَّ وَ لَُِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لََّّْ يَكُنْ 
فإَِنْ كَانَ  لَدٌن يَكُنْ لَّكُمْ وَ  تَ ركَْتُمْ إِنْ لََّْ  بَعُُ مَِّاالرُّ  وَلَِنَُّ  مِنْ بََ عْْدِ وَصِيَّةٍّ ي ُّوْصِيَْ بِِآَ أوَْ دَيْنٍّ  

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُ رَثُ   نٍّ  وْنَ بِِاَ أَوْ دَيْ يَّةٍّ تُ وْصُ  وَصِ عْْدِ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ َ 
هُمَا الدٍّ م ِ احِ وَ أَخٌ أَوْ أٌخْتٌ فلَِكُلِ   لةً أَوِ امْرَأةٌَ وَّلَهُ  كَل   لِكَ كْثَ رَ مِنْ ذ  وْا أَ فإَِنْ كَان ُ  سُّدُسُن ن ْ

وَاللهُ  يَّةً مِ نَ اللهِ   وَصِ غَيَْْ مُضَآر نٍّ  وْ دَيْنٍّ  آ أَ بَِِ  ىص  وْ مِنْ بََ عْْدِ وَصِيَّةٍّ ي ُّ  فَ هُمْ شُركََآءُ فِِ الث ُّلُثِ 
 عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

 

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 

mereka (istri-istrimu) memiliki anak, maka kamu mendapatkan 

seperampat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 

yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-

utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki dan perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

                                                 
137 Kementrian Agama RI, Aljamil, ..., 78. 
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mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan 

(seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih seorang, maka mereka 

bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) 

atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan 

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Allah Maha Penyantun.138  

 
1. Rasio 1:2 Hanya Salah Satu Model Faraid 

The mathematical formula of two-to-one has been—albeit 

erroneously—reinforced through oversimplification of the 

Qur'anic discussions regarding inheritance. Although the initial 

Qur'anic statement, in verses 4:11-12, makes 'the share of the male 

equivalent to the portion of two female (siblings)', a complete look 

at this same verse enumerates a variety of proportional divisions 

between males and females. In fact, if there is one female child, 

her share is half the inheritance. In addition, the consideration of 

parents, siblings, distant relatives, as well as offspring is discussed 

in a variety of different combinations to indicate that the 

proportion for the female of one-half the proportion for the male is 

not the sole mode of property division, but one of several 

proportional arrangements possible.139 

 

Terjemahan kutipan teks di atas sebagai berikut: 

Rasio matematika 2:1—meskipun keliru—telah ditanamkan secara 

kuat melalui penyederhanaan atau kurang dalamnya materi diskusi 

terkait faraid dalam al-Qur’an. Kemudian ia berdalih bahwa 

meskipun dalam permulaan Surat al-Nisa>’ ayat 11 dan 12 

menegaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki setara dengan 

bagian dua orang perempuan, tetapi jika dilihat secara 

komprehensif maka akan muncul berbagai ragam bagian atau porsi 

antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sebenarnya, 

jika ahli waris yang ada hanya satu anak perempuan, maka 

bagiannya adalah setengah dari keseluruhan harta waris. Selain itu, 

keberadaan orang tua, saudara, dan kerabat jauh—sebagaimana 

pula keturunan—menyebabkan bagian ahli waris tertentu menjadi 

berbeda-beda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya 

rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan bukanlah satu-

satunya model pembagian harta waris. Tetapi hanya salah satu 

model dari beberapa kemungkinan komposisi ahli waris yang ada. 

                                                 
138 Ibid., 79. 
139 Amina Wadud, Qur’an and Woman..., 87. 
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2. Prinsip Dasar dalam Faraid 

Such variety of possibilities emphasizes two points with regard to 

inheritance: 1. In no way are females, including distant ones, to be 

disinherited. This is especially true for the pre-Islamic customs 

still prevailing today, which give the inheritance of even female 

offspring to some male relative, no matter how distant. 2. All 

distribution of the inheritance between the remaining relatives 

must be equitable. According to these verses, such 'equity' in 

distribution of inheritance must take the actual naf'a (benefit) of 

the bereft into consideration.”140 

 

Terjemahan kutipan teks di atas sebagai berikut: 

Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam hal pembagian harta 

waris ada dua: pertama, bagaimanapun caranya, ahli waris 

perempuan tidak boleh sampai disingkirkan dalam pembagian 

harta waris. Praktik menyingkirkan ahli waris perempuan adalah 

adat pra-Islam jahiliyah yang ternyata masih saja berlaku hingga 

sekarang: harta waris diberikan kepada kerabat laki-laki meski 

jauh hubungannya. Kedua, semua harta waris yang dibagikan 

kepada ahli waris yang ada harus bernilai equitable (setara atau 

fair). Jika merujuk pada Surat-surat tadi, kesetaraan dalam 

distribusi harta waris haruslah mempertimbangkan naf’a (manfaat) 

yang diterima oleh ahli waris yang ada. 

 

3. Faraid Harus Kontekstual 

The full extent of the Qur'anic provision requires a look at other 

details which can lead to a redistribution of the inheritance 

according to the circumstances of the deceased and of those who 

inherit. The division of inheritance requires a look at all of the 

members, combinations and benefits. For example, if in a family 

of a son and two daughters, a widowed mother is cared for and 

supported by one of her daughters, why should the son receive a 

larger share? This might not be the decision if we look at the 

actual naf'a of those particular offspring. The Qur'an does not 

elaborate all possibilities. However, by providing a variety of 

scenarios, it is clear enough that many combinations can and do 

exist, which must be considered for the equitable distribution of 

inheritance.141 

                                                 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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Terjemahan kutipan teks di atas sebagai berikut: 

Kajian komprehensif terhadap al-Qur’an juga perlu 

memperhatikan aspek lainnya yang dapat memberikan petunjuk 

terhadap pembagian harta waris yang dilaksanakan atas dasar 

keadaan pewaris dan orang-orang yang mewarisi hartanya. Jadi, 

dalam menentukan bagian ahli waris, perlu mepertimbangkan 

semua ahli waris, kombinasi atau susunan ahli waris yang 

menerimanya, dan manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, suami 

wafat dengan meninggalkan janda, satu anak laki-laki, dan dua 

anak perempuan. Janda yang masih hidup tadi tadi dirawat dan 

dibiayai oleh salah seorang anak perempuannya. Lantas jika 

realitanya demikian, mengapa anak laki-laki harus menerima 

bagian yang lebih besar? Ini mungkin bukan keputusan pembagian 

waris yang tepat jika aspek actual naf’a (manfaat yang aktual, 

nyata, dan konkret) yang diterima oleh ahli waris tadi 

dipertimbangkan. Sebab al-Qur’an tidak mengelaborasikan semua 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun, dengan 

menghadirkan contoh skenario di atas, dapat diketahui kalau 

berbagai jenis keadaan dapat terjadi. Nah, keadaan tersebut harus 

dijadikan pertimbangan dalam pendistribusian harta waris yang 

equitable.  
 

4. Soal Wasiat dan Kesimpulannya tentang Faraid  

Finally, one-third of the wealth can be bequeathed, with no 

restrictions upon whom the beneficiary is and without decreasing 

the divisions of the remaining wealth. In fact, the proposal is quite 

flexible provided, of course, equity is met. In short, the matter of 

inheritance involves these considerations; 1. distribution to both 

male and female surviving relatives; 2. Some wealth can be 

bequeathed; 3. consideration must be given to the circumstance of 

the bereft, their benefit to the deceased, and the benefits of the 

wealth inherited.142  

 

Terjemahan kutipan di atas sebagai berikut: 

Amina Wadud menjelaskan bahwa sepertiga harta dapat 

diwasiatakan (bequeathed) tanpa adanya batasan terhadap orang-

orang yang dapat menerimanya. Namun, yang perlu diperhatikan 

wasiat  tidak sampai mengurangi drastis terhadap harta warisnya. 

Berapapun jumlah wasiatnya diperbolehkan asalkan unsur 

                                                 
142 Ibid., 88. 
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kesetaraannya terpenuhi (equity is met). Terkhir ia memberikan 

kesimpulan bahwa: pertama, pembagian harta waris harus 

diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris 

perempuan. Kedua, sejumlah harta dapat diwasiatkan. Dan ketiga, 

aspek yang harus dipertimbangkan: keadaan atau kondisi ahli 

waris, manfaat terhadap yang meninggal (pewaris), dan manfaat 

terhadap harta yang diwariskan.  

 

Meskipun dalam kitab-kitab fikih pembahasan wasiat ditaruh di 

bab yang berbeda dengan faraid, tetapi Amina Wadud ternyata juga 

menyinggung hal ini di dalam bukunya. Penulis berpendapat bahwa 

mungkin antara wasiat dan faraid hanya beda soal mekanisme, tapi 

hakikatnya tetap pengalihan harta dari yang meninggal ke ahli warisnya. 
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BAB IV 

KONSTRUKSI PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG FARAID 

DALAM PERSPEKTIF ISTIH{SA<N 

 

A. Pengantar  

Penulis menyadari niat baik Amina Wadud dalam segala aspek 

pemikirannya, tak hanya yang terkait faraid ini. Yang ia bidik adalah esensi 

dan substansi “keadilan” hidup bermasyarakat antara laki-laki dan 

perempuan. Memang seharusnya tidak terjadi ketimpangan sosial dalam 

aspek apapun. Semua orang memiliki hak yang sama. Tidak ada yang 

namanya superioritas. 

Di sisi lain, keadilan secara umum merupakan nilai dan kehendak yang 

terkandung dalam syariat itu sendiri. Artinya, pada hakikatnya Amina tidak 

salah. Syariat menginginkan keadilan hidup bermasyarakat dan menolak 

adanya konflik maupun kezaliman, sebagimana tercermin dalam Surat al-

Ma’idah ayat 8: 

يْنَ أ مَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّامِيَْ لِِ  ِ يَ  َ    اءَ بِِلقِصْطِ   شُهَدَ  ي ُّهَا الذِ 
 
ى أَلَّ وَلَ يَْرمَِنَّكُمْ شَنَأ نُ قَ وْمٍّ عَل 

 إِنَّ اَلله خَبِيٌْْ بِاَ تَ عْْمِلُوْنَ. وَات َّقُوا اَلله   هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى   اِعْدِلُوْا   تَ عْْدِلُوْا  
 

Pengalaman “ketidakadilan hidup” yang Amina Wadud rasakan sejak 

kecil membuatnya teliti melihat masalah dan berusaha menyelesaikannya. 

Maka ia, dengan segala kemampuan dan latar belakang keilmuan yang 

dimiliki, mencoba memaknai al-Qur’an—yang notabene sumber hukum 
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Islam tertinggi dan paling autentik—dengan paradigma dan metode baru 

yang berbeda dari ulama klasik, terutama ulama yang hidup di jazirah Arab. 

 Nah, problem muncul ketika tata cara, metode, keluasan cakrawala, 

serta ketajaman pemahaman antara satu orang dengan orang lainnya 

berbeda. Ulama klasik memandang faraid dengan rasio 2:1 adalah adil. 

Bahkan kitab faraid yang ada saat ini dan beredar di kalangan masyarakat 

kebanyakan tetap sebagaimana awalnya, 2:1. Tidak dengan menghadirkan 

pola-pola pembagian baru yang dinilai lebih adil. 

Sedangkan Amina memandang keadilan bagi perempuan di masa 

sekarang itu tidak sama dengan keadilan pada seribu atau dua ribu tahun 

yang lalu. Jadi, dengan latar belakangnya sebagai seorang feminis, ia ingin 

memperjuangkan hak-hak perempuan—bahwa rasio 2:1 tidak pakem, saklek, 

rigid. Di dalam pembagian harta waris yang terpenting adalah output-nya 

adil dan bermanfaat. 

Maka, terjadi silang pemahaman di tingkat ontologi maupun 

epistemologi. Secara ontologi, hakikat keadilan gender dalam faraid antara 

yang dipahami Amina Wadud dengan yang dipahami ulama klasik itu 

berbeda. Sedangkan aspek epistemologinya, adalah persoalan metode. Ulama 

klasik mengekstrak hukum dari sumbernya (al-Qur’an dan al-Sunnah) 

melalui ilmu Us}u>l al-Fiqh, dengan lebih menekankan aspek analisis secara 

bahasa (al-qawa>id al-lughawiyyah), sedangkan Amina Wadud menggunakan 

analisis hermeneutik yang tidak berhenti pada bahasa, tapi juga dengan 

melakukan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hidup 
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bersosial. Sehingga, warna, corak, dan hasil pemikiran antara ulama klasik 

dan Amina Wadud berbeda jauh.  

Istih}sa>n yang dijadikan penulis sebagai media analisis dan landasan 

konseptual adalah warisan fuqaha>’ yang cukup kuno. Ialah Ima>m al-Hanafi>—

Imam tertua di antara empat mazhab—yang memperkenalkan konsep ini dan 

ulama setelahnya yang mengembangkannya.  

Meski kuno, tetapi istih}sa>n mampu menjawab problematika 

kontemporer sebab mempertimbangkan aspek penerapan hukumnya, tetapi 

tidak serta-merta melupakan dalil sebagai dasar argumentasinya. 

Mempertimbangkan aspek penerapan hukum adalah kunci dari ijtihad 

kontemporer yang moderat dan bernuansa maslahat. Sedangkan penunjukan 

dalil adalah hal yang sangat diperlukan, karena berijtihad tanpa 

mempertimbangkan dalil syariat dan mengedepankan rasionalitas juga tidak 

dibenarkan. Oleh karenanya, penulis memakainya sebagai dasar untuk 

mengkritisi metodologi ijtihadnya Amina Wadud yang cenderung liberal.  

 

B. Kelebihan Pemikiran Amina Wadud 

Kecenderungan pengaruh ulama klasik adalah untuk tidak 

mengijtihadkan ayat-ayat al-Qur’an yang sudah s}ari>h} qath‘i> al-wuru>d. 

Karena kalau dalilnya sudah jelas, rinciannya sudah jelas, maka persoalan 

apa lagi yang perlu diijtihadkan atau diperbarui lagi? Akibatnya hukum 

Islam terasa kering jika tidak diperbarui dengan mengkompromikan teks dan 

konteksnya atau realisasinya.  
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Dalam hal ini, ayat-ayat tentang faraid masuk ke dalam kategori dalil 

yang sudah qath‘i> karena ayat tersebut mengandung perincian porsi yang 

seharusnya diterima oleh ahli waris. Sama halnya seperti ayat tentang h}ad 

pezina laki-laki dan perempuan yang mendapat 100 cambukan. 

Tetapi, tidak dengan Amina Wadud. Ia tetap mengelaborasi, 

menganalisis, dan mengijtihadi ayat-ayat al-Qur’an karena dasar 

pertimbangannya adalah fi al-wa>qi‘ah-nya—pengimplementasiannya dalam 

perspektif perempuan di abad 21. Meskipun, ayat faraid yang ia analisis 

tersebut sudah qath‘i. Hal semacam ini yang belum disadari oleh ulama 

klasik Arab yang memang jarang atau bahkan tidak melibatkan peran 

perempuan dalam merumuskan fikih.  

Kemudian berbicara soal kriteria mujtahid, memang tidak ada 

keharusan untuk menguasai filsafat feminisme, teori keadilan dan 

kesetaraan, apalagi hermeneutika. Masalahnya, di abad 21 ini muncul 

kesadaran-kesadaran baru yang memang belum diinternalisasikan secara 

bijak dalam khazanah keilmuan Islam. Untuk itu, ulama Arab juga ulama 

yang masih memegang teguh epistemologi keilmuan ulama Timur Tengah 

sebaiknya tidak terlalu eksklusif terhadap epistemologi keilmuan orang 

Barat.  

Kriteria mujtahid dalam literatur Islam klasik yang ada saat ini hanya 

mengatur hal-hal yang dapat membantu (secara mati-matian) untuk dapat 

memahami nas} (ilmu al-Qur’an, ilmu Hadis, ilmu Balaghah, ilmu Mantiq, 

dan Bahasa Arab), namun cenderung kurang mempertimbangkan aspek 
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penerapannya secara sosial. Akibatnya, nas} diperlakukan secara ketat dan 

menjadi preskriptif dengan memaksakan aspek kepastian hukumnya (qiya>s), 

sebagaimana Us}u>l al-Fiqh dalam mazhab al-Sya>fi‘i>.  

Penulis menghargai metodologi yang dirumuskan Amina Wadud. Ia 

menciptakan metodologi baru yang penulis sebut sendiri dengan “analisis 

hermeneutika nas} melalui pendekatan keadilan dan kesetaraan gender”. 

Suatu terobosan brilian dan berbeda dari pemikir sebelumnya yang menjadi 

panutan Amina Wadud, yakni Fazlur Rahman. Metodologi hernemeutika 

Rahman lebih menitikberatkan pada aspek kritik sejarahnya, dibanding soal 

hak-hak perempuan. 

Kemudian, ada ide tentang the tawhidic paradigm. Penulis nilai konsep 

ini adalah formula egaliterian dalam menjalin hubungan antar manusia. 

Ulama ahli Us}u>l al-Fiqh belum mampu mencapai kesadaran ini. Prinsip dasar 

ini berguna untuk mengukuhkan fondasi ijtihad yang humanis. 

Ada juga “teori keadilan gender” merupakan produk pemikiran baru 

yang mampu menggerser nilai keadilan bagi perempuan. Di sisi lain, 

“manusia sebagai khalifah yang bertakwa” menegaskan posisi sebenarnya 

manusia di muka bumi yang dibekali tanggung jawab mengemban amanah 

sebagai agennya Allah. Ini adalah konsep hasil perenungan yang filosofis dan 

penuh makna. Terakhir, Amina Wadud juga menyarankan untuk tidak 

melupakan etika Islam ketika mendiskusikan soal hukum Islam. Karena 

memang hukum Isam bersumber dari nas} sedangkan etika adalah sesuatu 

yang baik yang bersumber dari akal manusia. Dalam berijtihad, dua hal ini 
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patut untuk dikompromikan. Sebab terkadang timbul pertentangan antara 

yang dikehendaki nas}  dengan yang dikehendaki manusia. 

Kesimpulannya, soal prinsip dasar yang penulis sebut di atas, Amina 

Wadud tidak menabrak syariat Islam seujung kuku pun. Semua ide atau 

paradigma yang ia rumuskan bertujuan konstruktif dan elaboratif untuk 

kebaikan dan kemaslahatan hubungan antar manusia, utamanya hubungan 

hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Problem hanya terjadi 

pada tingkat epistemologi, yakni antara Us}u>l al-Fiqh, khususnya teori 

istih}sa>n dengan Tafsir Hermeneutik. Kemudian persoalan ontologinya adalah 

perbedaan memahami hakikat keadilan faraid. 

   

C. Kritik Istih}sa>n terhadap Pemikiran Amina Wadud 

1. Kurang Mengeksplorasi Istih}sa>n dan Ilmu Kewarisan Islam 

Tujuan, niat, dan kehendak Amina Wadud itu benar dan baik, 

namun yang keliru adalah soal analisis hermeneutiknya atas teks. 

Meskipun ia mengadopsi metodologi hermeneutiknya Fazlur Rahman, 

tetapi banyak sekali modifikasi yang membuatnya justru kurang 

kompatibel untuk dijadikan epistemologi ijtihad yang baru.  

Yang kedua, ia tidak mengarungi lebih dalam tentang ilmu 

kewarisan Islam. Memang secara umum, Amina Wadud melepas ikatan 

dengan fikih-fikih yang dirumuskan ulama klasik dan lebih memilih 

merumuskannya sendiri. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang masih 
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menghargai dan mengadopsi sebagian turath ulama klasik yang memang 

masih ia pandang relevan.  

Andai Amina Wadud lebih mendalami Us}u>l al-Fiqh utamanya 

teori istih}sa>n, jawaban yang ia akan paparkan tentang faraid mungkin 

akan berbeda. Sebab, faraid sejak awal memang fleksibel. Rasio 2:1 

sifatnya tidak mutlak, asalkan ada kesepakatan antara ahli waris untuk 

mendiskusikan ulang bagian yang seharusnya diterima. Konsep seperti 

ini dinamakan takha>ruj. Arti harfiahnya adalah saling keluar. 

Maksudnya, ada salah satu atau beberapa anggota ahli waris yang 

mengundurkan diri dengan syarat setelah mengetahui bagian yang 

mestinya ia terima. 

Tetapi esensi dari takha>ruj merupakan fleksibilitas hukum 

kewarisan Islam. Sebab hukum Islam pada umumnya sangat 

memperhatikan kemaslahatan. Sebagaimana salah satu ciri yang 

dikemukakan Joseph Schact bahwa hukum Islam sangat memperhatikan 

aspek materialnya dan terkandang menyimpang dari teks. Maka dari itu, 

rasio 2:1 tidak mutlak.  

Menurut telaah yang dilakukan penulis, takha>ruj adalah produk 

dari  istih}sa>n, walaupun tidak disebutkan dalam subbab contoh istih}sa>n 

di berbagai kitab-kitab Us}u>l al-Fiqh yang penulis telusuri. Buktinya, 

istih}sa>n adalah bentuk pemalingan hukum—kontekstualisasi hukum 

yang didasarkan atas maslahat. Begitu pula takha>ruj yang merupakan 

bentuk pemalingan dan pengecualian juga.  
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Di dalam pembagian istihsa>n, ada yang namanya al-istih}sa>n al-

istithna>’i. Al-Istih}sa>n al-istithna>’i adalah ber-istih}sa>n dengan 

pengecualian. Maksudnya, hukum kulliyyah (umum) dikecualikan 

dengan hukum juz‘iyyah (khusus). Tugas mujtahid adalah memalingkan 

hukum yang umum tadi menuju ke hukum yang khusus jika memang ada 

sebab-sebab yang mengharuskannya untuk berpaling.  

Kemudian, jika al-istih}sa>n al-istithna>’i tadi diterapkan ke dalam 

konsep takha>ruj, maka akan tampak jelas persamaannya. Hukum umum 

faraid mengatur bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan 

adalah 2:1. Ternyata, di dalam praktik, rasio 2:1 tidak selamanya 

menimbulkan keadilan, kebijaksanaan, dan justru menghilangkan 

maslahat. Atas sebab tersebut mujtahid harus memalingkan hukum 

umum tadi ke hukum khusus supaya hukum yang diterapkan punya nilai 

maslahah. Nah, takha>ruj sendiri memiliki dasar dalam bentuk athar 

sahabat. Jadi, takha>ruj pada hakikatnya adalah manifestasi istih}sa>n. 

Lebih jelasnya adalah memalingkan hukum umum faraid yang 

terkandung dalam Surat al-Nisa>’ ayat 11, 12, dan 176, menuju ke hukum 

khususnya yang sifatnya pengecualian, yakni takha>ruj. 

Dapat dikatakan kalau takha>ruj ini digolongkan pada istih}sa>n bi 

al-athar al-s}ah}abi< atau ber-istih}sa>n dengan menggunakan athar sahabat. 

jenis istih}sa>n ini tergolong kategori baru dan belum terakomodasi di 

dalam pembagian jenis-jenis istih}sa>n. Meski begitu, hakikatnya dapat 

digolongkan ke dalam rumpun istih}sa>n al-istithna>’i. Bahkan Iskandar 
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Usman mengatakan kalau pengesampingan perkara oleh jaksa agung 

juga termasuk istih}sa>n. Yang penting, hakikatnya pengesampingan atau 

pemalingan hukum.   

Istih}sa>n di sini adalah sebuah produk hukum sebenarnya, tetapi 

juga mempunyai metodologi dan cara-caranya untuk mencapai 

kesimpulan. Tak hanya soal takha>ruj yang ter-cover dalam epistemologi 

istih}sa>n, persoalan fikih lainnya seperti wasiat, khiyar al-shart}, dan jual-

beli istis}na>‘ juga merupakan produk istih}sa>n. 

Sayangnya, pembahsan tersebut lah yang luput dari pemikiran 

Amina Wadud. Sebab sejak awal, Amina Wadud memilih untuk berlepas 

diri dari metodologi maupun fikih yang dirumuskan ulama klasik. Justru 

di sini titik permasalahnya. Amina Wadud merumuskan metodologi baru 

yang tidak berangkat dari metodologi terdahulu. Meskipun produk 

pemikiran atau fikihnya ulama klasik itu berbau patriarki, tetapi bukan 

berarti metodologi yang dirumuskan ulama terdahulu untuk 

menghasilkan fikih mereka juga bermasalah. Realitanya, istih}sa>n di sini 

adalah salah satu teori dalam Us}u>l al-Fiqh-nya ulama H{anafiyyah dan 

Malikiyyah yang sangat memperhatikan segi pengimplementasiannya, 

bukan semata-mata berkutat pada dalil syariat yang ketat. Oleh sebab 

itu, istih}sa>n sangat relevan jika dijadikan metode ijtihad untuk persoalan 

kontemporer.  
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2. Memperkaya Rasionalitas; Memiskinkan Dalil 

Memang di awal penulis memuji inisiasi Amina Wadud untuk 

menggunakan hermeneutika dengan pendekatan gender, tetapi penulis 

tidak sepakat kemudian pada hasil perumusan metode ijtihadnya Amina 

Wadud karena ia terlalu menekankan aspek rasionalitasnya dan terlalu 

melepaskan diri dari Us}u>l al-Fiqh maupun dalil-dalil syariat lainnya. 

Rasionalitasnya benar-benar tampak dalam penjelasannya tentang faraid 

yang tidak mengutip dalil selain Surat al-Nisa>’ ayat 11 dan 12.  

Inilah alasan yang menyebabkan pemikiran Amina Wadud sulit 

menembus hati para penganut epistemologi ulama Timur Tengah. Sudah 

menjadi barang pasti dalam tradisi ijtihad Islam, bahwa hukum yang 

dirumuskan harus ada dalilnya, walaupun itu diungkapkan secara 

implisit yang berbentuk pesan atau prinsip yang terkandung dalam 

sebuah sumber hukum Islam. 

 Penulis meng-counter pernyataan Amina Wadud bahwa “Rasio 

matematika 2:1—meskipun keliru—telah ditanamkan secara kuat 

melalui penyederhanaan atau kurang dalamnya materi diskusi terkait 

faraid”. Kemudian, ia menerangkan lagi yang intinya bahwa “Rasio 2:1 

tidak mutlak sebab jika ahli waris perempuan mewaris bersama ahli 

waris yang beragam, maka hasil yang diterimanya jg berbeda-beda”.  

 Kenyataanya al-Qur’annya memang mengatur demikian—

menetapkan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sumber 

hukum Islam kan bukan al-Qur’an saja. Ulama lain merumuskan fikih 
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faraid dengan mengkaji sumber hukum lainnya seperti al-Sunnah Nabi 

Saw dan termasuk juga athar sahabat. Tetapi Amina mencoba 

mencurahkan segala kemampuan dan keilmuan yang ia kuasai untuk 

menganalisis ayat-ayat tertentu dalam al-Qur’an dengan argumen yang 

kebanyakan berdasar pada rasio. Justru Amina Wadud yang meng-

oversimplify atau menyederhanakan sumber hukum Islam menjadi al-

Qur’an saja. 

Boleh penulis katakan Amina Wadud terlalu “memfilsafati” al-

Qur’an, tetapi tidak memperkaya dirinya dengan sumber-sumber hukum 

yang lain. Sedangkan ulama klasik—walaupun tidak menganalisis ayat-

ayat faraid seradikal seperti Amina Wadud—tetap memperkaya dirinya 

dengan penguasaan sumber hukum Islam yang beragam.  

Dasar argumen Amina Wadud supaya pembagian waris terasa adil 

adalah harus memperhatikan keadaan ahli warisnya, apakah harta waris 

yang dibagi akan bermanfaat bagi para penerima harta waris atau tidak. 

Semuanya harus berlandaskan prinsip naf’a. Hanya itu saja. Dan hanya 

berlandaskan penjelasan logis-rasional. Amina tidak memperdalam lagi 

pembahasannya dengan memberikan dalil sebagai penguatnya.  

Istih}sa>n—meski memperhatikan penerapan hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan—tidak melulu terlepas dari dalil dan menganggap baik 

hanya berdasarkan akal saja sebagaimana pendapat Amina Wadud yang 

penulis paparkan pada paragraf sebelumnya. Istih}san tetap berlandaskan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80 

 

 

 

pada dalil-dalil syariat. Sebagai contoh, konsep takha>ruj yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

Andai takha>ruj tidak dapat dilaksanakan karena ada ahli waris 

yang tidak sepakat mengeluarkan diri secara sukarela dan tetap 

bersikukuh menerima harta warisan yang menjadi bagiannya meski akan 

merugikan dan menyengsarakan ahli waris yang lain, istih}sa>n tetap akan 

melegitimasi bagian yang lebih banyak kepada yang lebih membutuhkan 

dengan berpegang pada istih}sa>n bi al-raf‘ al-h}araj atau istih}sa>n bi al-

d}aru>rah. Keadaan mendesak memperbolehkan mujtahid untuk 

memalingkan hukum yang sudah mapan. Karena syariat sebenarnya 

menghendaki kemudahan bagi umat Islam sebagaimana termaktub 

dalam Surat al-Baqarah ayat 185 yang juga dijadikan dasar bagi ulama 

yang menerima kehujahan istih}sa>n: 

 .يرُيِْدُ اللهُ بَِكُمُ اليُسْرَ وَلَ يرُيْدُ بَِكُمُ العُْسْرَ 
 

3. Kekeliruan Analisis Hermeneutik pada Surat al-Nisa>’ ayat 11. 

Subbab kali ini butuh kehati-hatian penuh. Karena, hal yang 

sangat kontradiktif benar-benar terjadi. Amina Wadud sangat 

menggaungkan hermenetika sebagai metode pemahaman teks al-Qur’an 

untuk menjawab problem ketimpangan gender. Namun, setelah penulis 

pelajari betul, Amina Wadud tidak cermat dalam mengartikan 

maknanya. Padahal, hermeneutik itu menekankan aspek analisis 

bahasanya. Sungguh suatu hal yang ironis. 
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Amina Wadud mengatakan, “Semua harta waris yang dibagikan 

kepada ahli waris yang ada harus bernilai equitable (setara atau fair). Ia 

mengatakan, jika merujuk pada Surat-surat tadi, kesetaraan dalam 

distribusi harta waris haruslah mempertimbangkan naf‘a (manfaat) yang 

diterima oleh ahli waris yang ada.” 

Sebenarnya tidak salah juga kalau mengatakan distribusi harta 

waris haruslah mempertimbangkan naf‘a (manfaat) yang diterima oleh 

ahli waris yang ada. Salahnya adalah ketika ia bilang “jika merujuk pada 

surat-surat tadi”, maksudnya adalah Surat al-Nisa>’ ayat 11 yang 

menyebut kata naf‘a: 

 .نَ فْعًْا ؤكُُمْ لَ تَدْرُوْنَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ ؤكُُمْ وَ أبَْ نَا  أ بَِ  
 

Memang benar ada kata naf‘a, tetapi di situ artinya bukan 

memberikan indikasi bahwa pembagian harta waris haruslah bermanfaat. 

Arti harfiahnya adalah, “(Tentang) ayahmu dan anakmu, tidak dapat 

diketahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagimu dalam hal 

manfaat”.  

Kemudian, kalau dilacak secara lebih dalam asbabun nuzulnya, 

ayat ini bertujuan memberikan jawaban pada saat itu bahwa banyak 

pewaris yang memberikan harta warisannya untuk anak dan tidak untuk 

ayah (orang tua). Maksud naf‘a adalah tidak dapat diketahui nantinya 

ketika sudah dibagikan kepada ayah dan anak, siapa di antara mereka 

yang mampu “memanfaatkan” hartanya dengan baik. Bukan berisi 
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prinsip dasar faraid adalah naf‘a. Itulah kesalahan pertama, yakni 

analisis lewat aspek kebahasaannya. 

Kesalahan kedua adalah Amina Wadud tidak mempelajai ayat-

ayat lain yang konteks dan temanya sama. Padahal Amina Wadud 

sendiri yang mengatakan di awal bahwa dalam menganalisis teks al-

Qur’an harus mencari topik yang serupa dengan konteks ayat tadi di 

dalam al-Qur’an. Ia justru menganalisis dua ayat saja tentang faraid 

padahal sebelum dan sesudahnya terdapat ayat yang temanya serupa. 

Amina Wadud sering mengatakan bahwa harus melihat al-Qur’an 

melalui Weltanschauung atau world-view-nya—mencari pandangan 

dunia di dalam al-Qur’an. Tetapi beliau malah tidak melebarkan horizon 

pembahasan faraid dan hanya terpaut pada Surat al-Nisa>’ ayat 11 dan 

12.  

Amina Wadud kemudian memberikan contoh bagaimana 

penerapan naf’a tadi ke dalam skenario yang ia buat sendiri. Ia 

memberikan contoh seorang suami yang meninggalkan janda, dua orang 

anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki. Si janda tadi tinggal dan 

dibiayai oleh salah satu anak perempuannya. Lantas mengapa anak laki-

laki harus mendapat bagian yang lebih besar? Harusnya ini bukan 

keputusan yang tepat kalau dilihat dalam teropong naf’a. Begitulah yang 

dikatakannya. Jika melihat konstruksi skenario tadi, Amina Wadud pada 

hakikatnya ber-istih}sa>n. Tetapi, dalilnya yang dibuat pemalingan itu 

tidak tepat. 
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Menurut penulis, seharusnya ia tidak merujuk pada pada kata naf’a 

yang termuat dalam surat al-Nisa>’ ayat 11 karena bukan itu dalil untuk 

memalingkan atau mengecualikan rasio 2:1. Contoh skenario yang 

diberikan Amina Wadud tadi dapat dijawab lewat istih}sa>n bi al-nas} yang 

merupakan salah satu cabang istih}sa>n bi al-istithna>’i. Maksudnya dalah 

memalingkan hukum umum berdasarkan nas al-Qur’an maupun hadis 

Nabi Saw.  

Dalam ayat sebelumnya, yakni Surat al-Nisa>’ ayat 9 telah 

dijelaskan secara eksplisit. Ayat ini dapat dijadikan dalil yang 

mengecualikan hukum umum faraid (rasio 2:1), yakni sebagai berikut: 

افاً خَافُ وْا عَلَيْهِمْ     .وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَ ركَُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعْ 
 

Maksudnya, ketika pembagian harta waris yang mengikuti hukum 

yang umum justru akan menyebabkan ahli waris yang ditinggalkan 

lemah, (dari segi materi) karena ia sangat membutuhkannya, maka 

hukum umum tadi harus dikesampingkan dengan mementingkan 

pembagian waris yang dapat menguatkan ahli waris dari sisi ekonomi. 

Itulah bentuk istih}sa>n bi al-nas}—salah satu cabang al-istih}sa>n al-

istihna>’i—yang dapat menjawab kekurangan-kekurangan pemikiran 

Amina Wadud yang terlalu mengedepankan akal dan tidak 

memperhatikan dalil maupun metodologi ijtihad ulama terdahulu.  

Intinya pembahasan pada poin ini, kekurangan atau kesalahan 

konstruksi pemikiran Amina Wadud adalah ia sudah memperkenalkan 
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konsep naf’a yang secara harfiah maknanya baik. Sayangnya, ia merujuk 

dalil pada Surat al-Nisa>’ ayat 11 yang meskipun memuat kata naf‘a, 

tetapi makna kalimatnya secara utuh tidak dimaksudkan bahwa 

pembagian harta waris harus adil. Seharusnya, ia merujuk pada Surat al-

Nisa>’ ayat 9 yang secara jelas memperingatkan manusia supaya tidak 

meninggalkan ahli waris yang lemah. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

1. Konstruksi pemikiran Amina Wadud tentang faraid dibangun melalui 

fondasi analsis hermeneutika dengan pedekatan keadilan dan kesetaraan 

gender. Corak pemikirannya cenderung mengedepankan aspek 

rasionalitas terhadap al-Qur’an dan kurang mengeksplorasi sumber 

hukum Islam yang lain. Fokus pemikirannya tentang faraid adalah 

mengenai rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidaklah mutlak. Dan 

semua distribusi harta waris harus mempertimbangkan aspek naf’a-nya 

atau manfaatnya, terutama dari ahlii waris yang menerimanya. 

2. Hasil analisis melalui perspektif istih}sa>n menunjukkan bahwa konstruksi 

pemikiran Amina Wadud kurang mengeksplorasi sumber hukum Islam 

dan metodologinya berbeda jauh dengan metodologi yang dirumuskan 

ulama terdahulu, yakni ilmu Us}u>l al-Fiqh. Kemudian, ada empat macam 

istih}sa>n yang muncul dalam analisis. Pertama, istih}sa>n bi al-athar al-

s}aha>bi dalam betuk takharruj> digunakan untuk merespon pendapatnya 

Amina Wadud bahwa rasio 2:1 sifatnya fleksibel. Kedua, istih}san bi al-

raf’ al-h}araj atau istih}san bi al-d}aru>rah dipakai untuk menjawab problem 

manakala ahli waris bersikukuh dengan bagiannya, padahal ahli waris 

lainnya kesusahan. Ketiga, istih}sa>n bi al-nas} mengoreksi pendapat 

Amina Wadud tentang konsep naf’a dalam Surat al-Nisa>’ ayat 11. 
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B. Saran 

Penelitian yang dilakukan penulis ini sungguh masih perlu 

pengembangan ke depan. Karena teori akan terus berkembang dan perlu 

pembaruan. Barangkali juga ada beberapa hal yang terlewatkan dan tidak 

ikut terbahas di dalam analisis. Untuk itu, penulis terbuka dengan kritik 

maupun saran dari pembaca yang membangun demi kemajuan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang faraid. 
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